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ABSTRAK
Oleh :
Yocky Avianto Prasetyo Putro

Penyusunan surat dakwaan perkara narkotika, penuntut umum harus terlebih
dahulu meneliti kelengkapan formil dan materil yang ada pada berkas perkara
narkotika yang dikirimkan oeh kepolisian kepada kejaksaan. Karena dalam
melakukan pembuatan surat dakwaan, penuntut umum diharuskan membuat
secara cermat, jelas dan lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa tindak
pidana yang dilakukan oleh tersangka, serta penuntut umum juga harus memilih
jenis dakwaan apa yang sesuai untuk digunakan. Metode penelitian ini memakai
pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini
dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Jenis data yang dipakai
merupakan data primer dan data sekunder. Serta analisis data yang digunakan
adalah yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil atas penelitian dan pembahasan bahwa
prosedur disusunya surat dakwaan perkara narkotika oleh penuntut umum yang
terdapat dalam Pasal 143 Ayat 2 KUHAP adalah harus memenuhi syarat akta,
syarat formil dan syarat materil. Serta terhadap perkara narkotika BP / 48 / IV /
2020 / Resnarkoba An. Tersangka HASSAN SANUSI Alias LATIEF Bin
ABDURAHMAN, tersangka dikenakan dakwaan berupa Dakwaan Kumulasi dan
Primer Subsider yang dimana tersangka didakwa Primer sebagai Penjual, Subsider
sebagai Orang yang Menguasai Barang dan secara sekaligus Orang yang Juga
Menyalahgunakan shabu-shabu bagi diri sendiri. Faktor yang dapat menghambat
Dalam Tersusunya Surat Dakwaan Perkara Narkotika Oleh Penuntut Umum
adalah faktor hukumnya secara tersendiri, faktor dari penegak hukum, faktor
fasilitas dan sarana yang mendukung, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan.
Simpulan dalam penelitian ini adalah bahwa penyusunan surat dakwaan oleh
penuntut umum harus berdasarkan ketentuan Pasal 143 Ayat 2 KUHAP,
mempedomani Surat Edaran dari Jaksa Agung RI No : SE-004/JA/11/1993. Saran
dalam penelitian ini adalah Perlunya hubungan komunikasi dua arah yang baik
dan berkelanjutan antara penyidik, penyidik pembantu dan jaksa dalam koordinasi
terhadap berkas perkara dan Perlu diadakanya diklat terpadu antara kepolisian
dengan kejaksaan yang bukan hanya diselenggarakan pada tingkatan pusat saja,
tetapi pada tingkatan daerah. Agar dalam praktek di daerah, dapat diminimalisir
terhadap kendala yang sering dialami oleh Kepolisian dan Kejaksaan dalam
menangani berkas perkara.

Kata Kunci : Surat Dakwaan, Narkotika, Penuntut Umum.



ABSTRACT
By :
Yocky Avianto Prasetyo Putro

Compiling a narcotics case indictment, the public prosecutor must first examine
the formal and material completeness contained in the narcotics case file sent by
the police to the prosecutor's office. Because in preparing the indictment, the
public prosecutor must be careful, clear and complete in describing the series of
criminal acts committed by the suspect, and the public prosecutor must also
choose what type of indictment is appropriate to use. The research method uses a
normative juridical approach and an empirical juridical approach. The research
was conducted at the North Lampung District Attorney's Office. The types of the
data that used as primary data and secondary data. The data analysis that used as
juridical qualitative. Based on the results of research and discussion that the
procedure for preparing a narcotics case indictment by the public prosecutor
contained in Article 143 Paragraph 2 of the Criminal Procedure Code is to meet
the requirements of the deed, formal requirements and material requirements. As
well as the narcotics case BP / 48 / IV / 2020 / Resnarkoba An. The suspect
HASSAN SANUSI alias LATIEF Bin ABDURAHMAN, the suspect was charged
with Cumulative and Primary Subsidiary Indictments in which the suspect was
charged with Primary as a Seller, Subsidiary as a Person in Control of Goods and
at the same time a Person who also abuses methamphetamine for himself.
Inhibiting factors in the preparation of the indictment of narcotics cases by the
public prosecutor are the legal factors themselves, law enforcement factors,
supporting facilities or facilities, community factors and cultural factors. The
conclusion in this study is that the preparation of the indictment by the public
prosecutor must be based on the provisions of Article 143 Paragraph 2 of the
Criminal Procedure Code, guided by the Circular Letter of the Attorney General
of the Republic of Indonesia No: SE-004/JA/11/1993. Suggestions in this study
are the need for a good and sustainable two-way communication relationship
between investigators, assistant investigators and prosecutors in coordinating the
case files and the need for an integrated training and education between the police
and the prosecutor which is not only held at the central level, but at the regional
level. So that in practice in the region, it can be minimized the obstacles that are
often experienced by the Police and the Prosecutor's Office in handling case files.

Keywords: Indictment, Narcotics, Public Prosecutor.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam uraian pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Pada uraian Pasal 1 ayat 3 menerangkan bahwa negara yang berlandaskan
diri atas hukum serta tidak atas kekuasaan disebut juga sebagai negara hukum.
Terdapat juga istilah lain dari negara hukum, yaitu rule of law dan rechtstaat di
dalam perkembanganya. Bentuk dari negara hukum adalah berupa perlindungan
ataupun pengakuan dari sebuah hak asasi yang berisi kesamaan dalam bidang
hukum, sosial, politik, budaya dan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh
kekuasaan atau unsur kekuatan lain dan tidak memihak, adanya sebuah jaminan
dari kepastian hukum yaitu bentuk jaminan dari ketentuan hukum yang bisa di

pahami dan bisa dilaksanakan serta dalam pelaksanaanya terdapat rasa aman.*

Kepolisian mempunyai fungsi dan tugas pokok sebagai garda terdepan bagi
masyarakat dalam penegakan hukum, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 Ayat (5)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang memberikan pengertian?:

“Ketertiban dan keamanan didalam masyarakat merupakan kondisi
yang dinamis sebagai salah satu contoh dari syarat atas
dilaksanakanya suatu proses pertumbuhan nasional yang ditandai
dengan dijaminya tegak dan ketertiban dari hukum itu sendiri, serta
adanya rasa tentram dan potensi sumber daya dari masyarakat untuk
mencegah, menangkal dan mengatasi dari segala bentuk pelanggaran
hukum dan adanya gangguan-gangguan lain yang bisa membuat resah

1 Jimly Ashiddigie, Hukum Tata Negara dan Pilar 2 Demokrasi, Jakatra: PT. Sinar Grafika, 2004,
him.1.

2 Arif, Muhammad. “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dala Perananya Sebagai Penegak Hukum
Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian,” Al-Adl : Jurnal Hukum,
Vol. 13, No. 1, 2021, him. 92.



masyarakat.”

Kejaksaan dan kepolisian adalah dua lembaga negara penegak hukum di
Indonesia yang saling melengkapi dalam upaya melakukan penegakan hukum
agar terciptanya Checks and balances antara kedua lembaga tersebut sehingga
menghasilkan produk berupa berkas perkara kejahatan yang kemudian akan siap
untuk dilakukan pelimpahan ke pengadilan. 2 Keberadaan dari lembaga tersebut
bersifat Paculier, Rooted and Base on society yang mempunyai arti bahwa hukum

hidup dan tumbuh atas nilai-nilai masyarakatnya.*

Pengertian dari kata Kepolisian berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik
Indonesia (UU Kepolisian) merupakan instrumen suatu alat bagi negara yang
mempunyai peran dalam terpeliharanya ketertiban masyarakat, rasa aman,
menegakan hukum, pengayoman, pelayanan dan memberikan perlindungan
kepada masyarakat untuk memastikan keamanan di dalam negeri yang
berkelanjutan. Lebih spesifik dalam Pasal 14 ayat (1 ) huruf g, kepolisian
mempunyai tugas dalam melakukan kegiatan penyelidikan maupun penyidikan
terhadap berbagai tindak pidana berdasarkan hukum acara pidana dan peraturan

perundang-undangan lainya.®

% Topo Santoso, Prapenuntutan dan Perkembanganya di Indonesia, Bandung: Rajawali Pers,
2019, him. 5.

* Trawan, Agung, “Peranan Kejaksaan Dalam Implementasi Penegakan Hukum Peraturan
Mahkamah Agung Ri Nomor 02 Tahun 2012 Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,”
Riau Law Journal, Vol. 3, No. 2, 2019, 245.

5 | Ketut Adi Purnama, Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum
Serta Perlindungan HAM, Bandung: Refika Aditama, 2019 him. 8.



Kepolisian sebagai lembaga negara penegak hukum mempunyai tugas dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Bentuk pelayanan yang diberikan
oleh kepolisian adalah bentuk penerimaan laporan oleh masyarakat terkait dengan
adanya tindak pidana kejahatan yang dialami oleh masyarakat pihak pelapor.
Contohnya tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika. Akibat dari bahaya
penyalahgunaan narkotika juga hampir menyebaar ke seluruh daerah di indonesia,
termasuk di Provinsi Lampung khususnya di Kabupaten Lampung Utara. Akibat
dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya dialami oleh pelaku sebagai
penyalahguna narkotika sebagai tindakan yang melanggar dari hukum yang sudah
ada, melainkan juga mengganggu kenyamanan bermasyarakat, mendatangkan
tindak tercela, perbuatan asusila, amoral, berdampak buruk bagi tubuh dan akibat
negatif lainnya. hal tersebut bisa menghambat proses pembangunan. Akibat

beredarnya narkotika, bisa merusak daya pikir seseorang ke arah yang tidak baik.®

Perilaku dan peredaran yang sangat terorganisir dan terasosiasi oleh zat adiktif
yang berbahaya, sekarang ini telah semakin nyata sekali telah berada di ruang
lingkup keseharian masyarakat di Indonesia.” Sekarang telah semakin banyak
terjadi kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang ataupun yang biasa disebut
sebagai narkotika.® Di Indonesia kasus penyalahgunaan narkotika sudah sampai
pada tahap hingga sangat meresahkan. Menurut data uji yang diperoleh dari

Badan Narkotika Nasional (BNN) berkerjasama dengan Lembaga IImu

6 Eddy Rifai, Penyuluhan Hukum Tentang UU Narkotika, UU KDRT dan KUHAP,
http://Feb.Unila.Ac.1d/Wp-Content/Uploads/2019/11/10.-Eddy-Rifai-Penyuluhan-Hukum-
Tentang-Undang-Undang-Narkotika-Uu-Kdrt-Dan-Kuhap-Pada-Siswa-Sma-1t-Qordhova-
Bandar-Lampung.pdf, dikutip tanggal 20 Januari 2021

" Ricardo, Paul. “Upaya Penanggulanan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian,” Jurnal
Kriminologi Indonesia, Vol. 6, No. 111, 2010, him. 232.

8 Anindyajati, Maharsi, “Peran Harga Diri Terhadap Asertivitas Remaja Penyalahguna Narkoba,”
Jurnal Psikologi, Vol. 2, No. 1, 2004, him. 49.



http://feb.unila.ac.id/wp-content/uploads/2019/11/10.-Eddy-Rifai-PENYULUHAN-HUKUM-TENTANG-UNDANG-UNDANG-NARKOTIKA-UU-KDRT-DAN-KUHAP-PADA-SISWA-SMA-IT-QORDHOVA-BANDAR-LAMPUNG.pdf
http://feb.unila.ac.id/wp-content/uploads/2019/11/10.-Eddy-Rifai-PENYULUHAN-HUKUM-TENTANG-UNDANG-UNDANG-NARKOTIKA-UU-KDRT-DAN-KUHAP-PADA-SISWA-SMA-IT-QORDHOVA-BANDAR-LAMPUNG.pdf
http://feb.unila.ac.id/wp-content/uploads/2019/11/10.-Eddy-Rifai-PENYULUHAN-HUKUM-TENTANG-UNDANG-UNDANG-NARKOTIKA-UU-KDRT-DAN-KUHAP-PADA-SISWA-SMA-IT-QORDHOVA-BANDAR-LAMPUNG.pdf

Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tahun 2020 mengenai Survei Nasional
Perkembangan dari Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, bahwa telah dilihat
dari jumlah dari pelanggaran narkotika di Indonesia sudah mencapai jumlah
3.419.188 orang dari penduduk yang berusia antara 15 s/d 64 tahun atau 180 dari
tiap 10.000 jumlah penduduk.® Sedangkan jumlah kasus narkotika di Indonesia
sudah mengalami penurunan dari hari ke hari. Berdasarkan penelitian tahun 2020,
jumlah kasus narkotika mencapai 3.419.188, turun sebanyak 700.000 orang sejak

tahun 2011.1°

Berkembang pesatnya peredaran narkotika di Indonesia juga karena adanya
kejahatan dalam skala internasional yang sangat terorganisir dari luar wilayah
indonesia yang masuk ke dalam wilayah indonesia.'! Kejahatan narkoba adalah
salah satu bentuk kejahatan yang bersifat terorganisir (Organize Crime), kejahatan
internasional (International Crime), punya cakupan yang lebar, punya dana yang
banyak dan memakai teknologi yang sangat canggih.?

Berdasarkan dari data-data yang terdapat diatas tersebut, masyarkat harus lebih
pro aktif untuk melaporkan terhadap setiap tindak pidana penyalahgunaan
narkotika dengan membuat laporan kepada kepolisian. Pihak kepolisian
selanjutnya akan melakukan upaya penyelidikan, yaitu upaya kepolisian dalam

melakukan kegiatan menyelidik untuk mendapatkan titik terang dari kejadian

® Badan Narkotika Nasional RI, 2021, Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2020,
Jakarta, him. 1.
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yang patut diduga adalah suatu tindak pidana kejahatan untuk mencari apakah
bisa ataupun tidak dilakukan tahap penyidikan lebih lanjut. Kejahatan adalah
reaksi terhadap kejahatan monopoli negara dan melanggar kepentingan publik
atau masyarakat.’® Dalam kerangka penegakkan hukum, jika ada peristiwa yang
dicurigai adalah tindak pidana kejahatan, maka aparat penegak hukum harus
mengambil tindakan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Sebagaimana

telah diatur oleh aturan perundang-undangan.*

Sering kali hukum dalam proses suatu perkara pidana kadang kala
mengedepankan hak dari tersangka, sedangkan hak dari korban atau pelaku
penyalahguna sering dikesmpingkan. Menurut Andi Hamzah yang menerangkan
bahwa dalam pembahasan hukum acara pidana secara spesifik yang memiliki
kaitan dengan hak asasi manusia, terdapat kecenderungn untuk membahas hal

yang memiliki kaitan dengan hak dari tersangka tanpa melihat hak dari korban.*®

Selanjutnya jika upaya penyelidikan itu dirasa sudah cukup, maka pihak
kepolisian akan meningkatkan status penyelidikan tersebut ke tahap penyidikan,
yiatu proses tindakan kepolisian dalam metode yang telah diatur pada perundang-
undangan untuk mendapatkan bukti awal yang mencukupi guna membuat jelas

tindak pidana yang telah terjadi dan mencari tersangkanya.
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2011, him. 14.

14 Kusfitono, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/Puu-Xiii/2015 Terhadap
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Ummah, Vol. 12, No. 4, 2017, him. 863.
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Tetapi dalam praktiknya, kepolisian yang sudah melakukan penyelidikan dan
penyidikan terhadap suatu tindak pidana kejahatan yang kemudian dituangkan
kedalam berkas perkara, masih terdapat kekurangan-kekurangan yang terdapat
dalam berkas perkara tersebut. Baik itu kekurangan dalam bentuk kelengkapan
formil atau yang biasa disebut juga sebagai kelengkapan administrasi, maupun
kelengkapan materil atau yang biasa disebut juga sebagai kelengkapan mengenai
rangkaian peristiwa tindak pidana kejahatan dan penerapan pasal yang digunakan
terhadap tersangkanya. Oleh karena itu kejaksaan sebagai lembaga negara
penegak hukum hadir dalam melengkapi terkait dengan apa yang sudah dilakukan
oleh kepolisian dalam hal melakukan kontrol terhadap berkas perkara yang sudah

diserahkan oleh kepolisian kepada kejaksaan.

Bahwa sebelum Penuntut Umum melakukan pelimpahkan berkas perkara yang
dinyatakan sudah lengkap ke Pengadilan, Penyidik kepolisian harus melimpahkan
dahulu berkas perkara yang telah lengkap kepada Penuntut Umum. Hal ini diatur
didalam KUHAP yang penyidik kepolisian telah merampungkan kekeurangan
pada berkas, maka penyidik kepolisian segera memberikan berkas perkara yang

sudah selesai kepada Penuntut Umum.*®

Pasal 14 huruf b KUHAP menerangkan bahwa penuntut umum memiliki
kewenangan melaksanakan pra-penuntutan jika terdapat kekurangan pada berkas

perkara dengan mempedomani Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan pemberian

Aulia Pagar Alam, Nova, “Efektivitas Penyusunan Surat Dakwaan Oleh Penuntut Umum,”
Journal Of Lex Generalis, Vol. 1, No. 6, 2020, him. 915.



kekurangan petunjuk untuk menyempurnakan penyidikan dari kepolisian.’

Pengertian pra penuntutan menurut Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan)
adalah upaya jaksa dalam mengawasi dari perkembangan pada tahap penyidikan,
setelah mendapatkan pemberitahuan dari dimulainya penyidikan yang dikirim dari
polisi, serta mengasih petunjuk terhadap kekurangan berkas agar diperbaiki oleh
polisi supaya ditentukan, apakah berkas perkara pidana umum tersebu bisa
dilimpah ataupun tidak pada tahap selanjutnya. Pra penuntutan itu sendiri tidak
ditemukan didalam Pasal 1 KUHAP yang menerangkan mengenai penafsiran-
penafsiran otentik, adalah penafsiran yang bentuk oleh pembuat undang-undang.*®
Penuntut umum tidak bisa melaksanakan upaya penyidikan secara tambahan
dengan total, yang berarti penuntut umum bisa melaksanakan pemeriksaan secara

tambahan kepada saksi dan tersangka.*®

Pentingnya pengetahuan terhadap dari pengertian unsur tindak pidana. Bahwa
terkait permasalahan mengenai pengertian dari unsur tindak pidana itu bersifat
teoritis, akan tetapi dalam praktek, aspek ini penting dan merupakan penentuan
bagi berhasilnya pembuktian suatu perkara pidana.?® Pengertian dari unsur tindak

pidana itu sendiri dapat dilihat dari doktrin atau pendapat ahli atau dari
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130/PUU-XI11/2015),” Lex Crimen, Vol. VI, No. 4, 2017, him. 95.
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Crimen, Vol. IX, No. 3, 2020, him. 180.
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yurisprudensi yang ada yang memberikan pengertian terhadap rumusan undang
yang awalnya tidak lengkap atau terjadi perubahan arti dikarena perkembangan
zaman, lalu diberikan pengertian sehingga membuat mudah bagi aparat penegak

hukum dalam menerapkan peraturan hukum yang berlaku. %

Kejaksaan dalam memberikan petunjuk kepada kepolisian perihal berkas perkara
yang belum lengkap, dituangkan dalam bentuk surat P-19 atau petunjuk yang
diberikan untuk melengkapi kekurangan terhadap berkas perkara yang sudah
diteliti oleh jaksa. Setelah kepolisian melengkapi kekurangan terhadap berkas
perkara tersebut, lalu kejaksaan akan membuat surat P-21 atau surat yang
menyatakan berkas perkara dinyatakan lengkap yang selanjutnya akan disusul
dengan proses tahap 2 atau pelimpahan tersangka beserta barang atas bukti dari
kepolisian ke kejaksaan untuk diteliti dan dipersiapkan untuk dilimpahkan ke

pengadilan.

Sebelum melakukan tahap 2 atau bersamaan dengan diterbitkanya P-21, seorang
jaksa juga harus mempersiapkan surat rencana dakwaan yang dipakai pada saat
pelimpahan tersangka beserta barang atas bukti dari kepolisian ke kejaksaan.
Dalam hal menyusun pembuatan rencana surat dakwaan, seorang jaksa harus
memahami terlebih dahulu perihal rangkaian peristiwa kejahatan dan penerapan
pasal terhadap tersangka yang ada dalam berkas perkara. Karena dalam menyusun
rencana surat dakwaan tersebut, jaksa harus cermat dan teliti dalam menguraikan

rangkaian peristiwa yang dilakukan oleh tersangka dalam melakukan kejahatanya,

21 1bid. him. 71.



serta jaksa juga harus tepat dalam memilih jenis dakwaan apa yang sesuai untuk
dipergunakan. Karena rencana surat dakwaan yang dibuat pada saat penyerahan
tersangka dan barang bukti, mempunyai fungsi dalam membantu jaksa dalam
meneliti tersangka yang diserahkan oleh pihak kepolisian kepada kejaksaan yang
dimana rencana surat dakwaan tersebut akan disesuaikan dengan keterangan
tersangka yang kemudian jika dirasa rencana surat dakwaan tersebut sudah cukup
pada saat penelitian tersangka, maka rencana surat dakwaan tersebut selanjutnya
dapat digunakan sebagai surat dakwaan yang akan dilimpah ke pengadilan dan
dibacakan pada saat persidangan berlangsung. Karena surat dakwaan yang
diuraikan secara cermat, teliti dan pas dengan jenisnya akan menjadi senjata jaksa
untuk mengikat perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa guna sebagai

dasar pembuktian selama proses persidangan berlangsung.

Upaya penegakan terhadap hukum pada berbagai kejahatan di Indonesia, tepatnya
dalam ranah pidana, harus memakai pendekatan dari norma sifatnya menjatuhkan
hukuman bagi para pelaku kejahatan, agar membuat jera bagi pelakunya.
Kehadiran penegakan hukum juga harus mempunyai visi dan misi dalam
pelaksanaanya, baik itu pada tingkat penyidik, penuntut umum sampai dengan
tingkat pengadilan, juga harus mempunyai prespektif yang sejalan sesuai dengan

tuntutan hukum dan keadilan masyarakat.??

Keberhasilan penuntutan oleh penuntut umum ditentukan oleh sempurnanya dari

hasil akhir tingkat penyidikan yang dilaksanakan oleh polisi. Tingkat penyidikan

22 Winjaya Laksana, Andri, “Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika
Dengan Sistem Rehabilitasi Di Badan Nasional Narkotika,” Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.
111, No. 2, 2016, him. 254.



yang dilaksanakan oleh polisi dan wewenang penuntutan oleh kejaksaan yang
dilaksanakan oleh penuntut umum yang telah ditunjuk, serta wewenang peradilan
oleh hakim, tetapi bukan merupakan fungsi yang absolut, tetapi merupakan
wewenang yang mempunyai keterpaduan antara lintas instansi para penegak hukum
dalam berhasilnya penanganan perkara tindak pidana. Posisi dari penuntut umum
memiliki peranan yang strategis dalam memainkan peran penghubung antara

penyidikan, penuntutan, hingga peradilan.?

23 Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Modul Pra Penuntutan Diklat
Pembentukan Jaksa, Jakarta: Badan Diklat Press, 2012 him. 1.
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan rangkaian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka penulis
memilih permasalahan sebagai berikut :
a. Bagaimanakah prosedur penyusunan surat dakwaan perkara narkotika oleh
penuntut umum?
b. Mengapa terjadi faktor penghambat dalam penyusunan surat dakwaan perkara

narkotika oleh penuntut umum?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan atas permasalahan di atas, maka pokok dalam pembahasan tesis ini

hanya hal-hal yang berkaitan dengan prosedur penyusunan surat dakwaan perkara

narkotika oleh penuntut umum dan faktor penghambat dalam penyusunan surat

dakwaan perkara narkotika oleh penuntut umum.
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C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat tercapai tujuan-tujuan sebagai berikut :
a. Untuk menganalisis prosedur penyusunan dari surat dakwaan perkara
narkotika oleh penuntut umum.
b. Untuk menganalisis faktor penghambat dalam penyusunan dari surat dakwaan

perkara narkotika oleh penuntut umum.
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D. Kegunaan penelitian

Penulis berharap atas penelitian ini bisa memberikan kegunaan dan kontribusi,

baik itu teoritis atau secara praktis sesuai dengan tujuan penelitian.

1. Kegunaan Teoritis
Kegunaan teoritis dari penulisan tesis ini adalah sebagai acuan untuk
perkembangan hukum, khususnya tentang prosedur penyusunan surat dakwaan
perkara narkotika oleh penuntut umum.

2. Kegunaan Praktis
Secara praktis, penelitian ini bisa menghasilkan serta meningkatkan
pengetahuan penulis lebih dalam mengenai prosedur penyusunan surat
dakwaan perkara narkotika oleh penuntut umum dan sebagai sumbangan
pemikiran yang dapat dijadikan referensi mengenai prosedur penyusunan surat

dakwaan perkara narkotika oleh penuntut umum.
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E. Kerangka Pemikiran

1. Tata Alur Penelitian

Alur pikir pada penulisan tesis ini digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

Adanya tindak
pidana narkotika

Jaksa meneliti
berkas perkara dan
memberikan
petunjuk formil dan
materil

v

Kepolisian
melakukan
penyelidikan dan
penyidikan

Polisi melengkapi
berkas perkara
narkotika dan
menyerahkan

kembali

A

v

Kepolisian membuat
berkas perkara
narkotika dan

menyerahkan ke
Kejaksaan

Jaksa meneliti
berkas yang sudah
dilengkapi dan
menyusun surat
dakwaan untuk
persidangan
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2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan suatu landasan yang berupa abstrak berdasarkan
buah hasil pikiran atau rangka yang dari acuan yang pada pokoknya agar untuk
diperolehnya pengidentifikasian terhadap dimensi atas aspek sosial yang dianggap
telah sesuai oleh penulis.?* Kerangka teoritis yang dipakai dalam penulisan tesis

ini adalah:
a. Teori Penegakan Hukum

Untuk dapat terciptanya tujuan akhir negara yaitu sebagai negara yang
mempunyai peranan adil, sejahtera dan makmur, maka sangat diperlukan
atmosfer yang tentram dan aman dalam semua bidang termasuk kedalam aspek
bagian hukumnya. Agar dapat menampung dari keinginan dan suara
masyarakat, maka Indonesia sudah memilih kebijakan atas sosial (social
policy) yang bisa berupa aturan untuk terwujudnya dari kesejahteraan atas
sosial bagi masyarakat (social welfare policy) dan kebijakan yang memberi

rasa perlindungan dalam aspek sosial (social defence policy).?®

Kebijakan dalam pemberian perlindungan secara sosial bagi masyarakat (social
defence policy) bisa dengan cara mencegah dan menanggulangi atas tindak pidana

yang nyata ataupun berpotensi terjadi. supaya bisa dicegah dan ditanggulangi

24 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Ul Press, 1986, him. 125.
% Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,
Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 73.
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tindak pidana ini yang masuk kedalam ranah wilayah dari aturan kriminal

(criminal policy).%

Menurut Muladi, dalam pemakaian upaya atas hukum (hukum pidana), yang
merupakan bentuk upaya untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang maasuk

dalam ranah ranah penegakan atas hukum di Indonesia.?’

Menurut Joseph Goldstein, penegakan hukum pidana dibagi jadi 3 (tiga), antara

lain:28

1. Total enforcement, merupakan bagian dari penegakan hukum pidana disusun
oleh hukum pidana secara substantif (subtantive law of crime). Penegakan
hukum pidana dengan menyeluruh ini tidak bisa dilaksanakan karena para
penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memiliki keterbatasan khusus
oleh hukum acara pidana. Seperti yang melingkupi mengenai aturan tentang
penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan terhadap barang bukti dan
melakukan pemeriksaan pertama terhadap saksi maupun tersangka. Selain itu
juga terdapat hukum pidana secara substantif yang memberi pembatasan.
Contohnya harus ada aduan sebagai dari persyaratan penuntutan terhadap delik
aduan (klachtdelicten). Kerangka ini disebut juga dengan area of no

enforcement.

26 |bid.

27 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, him.
35.

28 Shant Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1988, him. 39.
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2.

b.

Full enforcement, merupakan bagian setelah kerangka penegakan hukum
pidana secara menyeluruh. Setelah dikurangkan dari area of no nenforcement
dalam suatu penegakan hukum oleh penegak hukum diharapkan bahwasanya
penegakan hukum dapat dijalankan dengan nyata.

Actual enforcement, merupakan bagian dari not a realistic expectation, karena
terkait dengan terdapat kekurangan waktu yang dimiliki, sumber daya manusia
di lapangan, alat pendukung, keuangan dan lain sebagainya, serta dari kesemua
yang mengakibatkan suatu kewajiban setelah dilakukan discretion dan tersisa

yang biasa disebut sebagai actual enforcement.

Teori Penghambat Penegakan Hukum

Permasalahan pokok dari penegakan hukum ada pada faktor yang berpengaruh,

yang berarti yang tiak memihak, sehingga positif atau negarifnya ada dalam

aspek tersebut. Adapun aspek yang berpengaruh penegakan hukum berdasarkan

pendapat Soerjono Soekanto, adalah :

1.

2.

Faktor hukum itu tersendiri, contohnya perundang-undangan.

Faktor dari penegak hukum, vyaitu orang yang membuat ataupun yang
menjalankan hukum.

Faktor prasarana dan tempat yang memadai bagi penegakan hukum.

Faktor dari masyarakat, yaitu lingkungan masyarakat tinggal yang hukum

berlaku atau dijalankan.

17



5. Faktor kebudayaan, yaitu hasil akhir dari bagian karya dari cipta maupun rasa

yang berdasarkan pada nilai karsa dalam manusia dalam bermasyarakat.?

Faktor diatas tersebut tentunya saling mempunyai kaitan dengan lainya. Karena
adalah bagian dari esensi penegakan hukum itu sendiri serta titik ukuran dari
efektifnya penegakan hukum itu sendiri. Adapun faktor hukum, seperti terdapat
pada undang-undang yang menjadi faktor titik ukuran dari efektifnya penegakan
hukum. Perundang-undangan dalam artian secara materi merupakan aturan yang
berbentuk tertulis yang diterapkan secara luas serta disusun oleh ataupun maupun
perpanjanganya serta dari gangguan dari penegakan hukum yang bersumber dari
perundang-undangan :*°

1. Tidak diikutkanya asas berlakunya dari perundang-undangan, contoh
perundang-undangan yang tidak bisa berlaku secara surut (undang-undang
tersebut bisa dilaksanakan terhadap peristiwa yang ditulis di dalam suatu
undang-undang dan telah terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan
dapat dilaksanakan.)

2. Tidak ada peraturan yang dalam pelaksanaan yang membutuhkan untuk
penerapan undang-undang (yaitu adanya bermacam-macam undang-undang
yang tidak mempunyai aturan pelaksanaan).

3. Ketidakjelasan dari pengertian kata pada Perundang-undangan yang berdampak
ketidakpastian dari dan serta penerapanya. Hal ini dikibatkn oleh penggunaan

kata yang artianya bisa diafsirkan ~menyeluruh ataupun karena persoalan

29 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pembangunan Hukum Pidana,
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, him. 8.

%0 R. Abdussalam, Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri, Jakarta: Dinas Hukum Polri, 1990,
him. 17.
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pengartian dari instrumen bahasa luar atau asing (belanda) yang dirasa kurang

pas.

Faktor kedua vyaitu, penegak hukum pada di bidang kepolisian, kejaksaan,
kehakiman, kepengacaraan serta masyarakat. Kedudukan adalah dasar yang berisi
hak dan kewajiban yang dari kedua unsur itu adalah peranan yang sentral dari
suatu hak yang bisa disebut juga sebagai wewenang untuk dapat berbuat atau
diam. Sedangkan kewajiban merupakan tugas dan beban. Terdapat pula berbagai
rintangan yang sering ditemui pada pelaksanaan peranan yang seharusnya dari

penegak hukum itu sendiri atau dari lingkngan, yaitu :

1. Terbatasnya kemampuan dalam menempatkan diri kedalam peranan pihak
lainya atau dengan siapa dalam melakukan interaksi.

2. Penyerapan aspirasi yang rendah.

3. Tidak ada semangat dalam memikirkan masa depan, sehingga susah untuk
membuat rencana.

4. Tidak ada kemampuan untuk tidak melakukan pemuasan terhadap kebutuhan
tertentu, seperti kebutuhan material.

5. Konservatisme yang mempunyai persamaan denganya tidak ada inovasi.3!

Faktor ketiga adalah berupa prasarana dan fasilitas yang punya peran sentral
dalam penegakan hukum. Prasarana dan fasilitas juga terdiri dari sumber daya

orang yang terampil dan berpendidikan, mempunyai kelompok yang bagus, alat-

31 Soerjono Soekanto, op.cit, him. 34.
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alat cukup, keuangan yang ada. Serta tanpa ada prasarana dan fasilitas tersebut,
penegak hukum dapat menyesuaikan wewenang yang harusnya dengan peran
yang nyata. Serta pikiran yang seharusnya dipedomani, tepatnya untuk tempat

atau fasilitas, yakni :

1. Yang tidak ada bisa dibuat ada.

2. Yang rusak bisa dibetulkan.

3. Yang kurang bisa ditambah.

4. Yang tidak lancar bisa dilancarkn.

5. Yang mundur bisa dimajukan.

Faktor keempat adalah masyarakat yang mempunyai pengaruh terhadap
penegakan hukum. Tujuanya adalah terciptanya rasa damai pada masyarakat
sebagai salah satu dari pengertian hukum yang diberi masyarakat, yang dimana
adalah hukum juga bisa diartikan sebagai penjalan. Anggapan dari masyarakat
adalah hukum identik dengan fungsi penegakan hukum yang membuat dampak
keinginan yang tertumpu tehadap peran secara nyata penegak hukum. Maka dari
itu terjadi kebingungan pada diri penegak hukum yang terjadi bermacam konflik

pada dirinya.

Keadaan yang seperti itu juga bisa memberi pengaruh yang positif, yaitu penegak
hukum yang perilakunya bisa mendapatkan atensi dari kelompok masyarakat.
Permasalahan lainya yang muncul dari ekspektasi itu jalanya Undang-undang.
Penegak hukum sadar pribadinya disamakan sebagai hukum absolut oleh

kelompok masyarakat yang tidak mungkin terjadi bahwa Undang-undang juga
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diartikan umum maupun khusus yang kemungkinan muncul kebiasaan agar tidak
membedah undang-undang yang berpotensi ditinggal dari berkembangnya dalam

aspek masyarakat.

Akibat dari pandangan hukum merupakan hukum positif yang ditulis belaka
adalah ada kecenderungan fungsi hukum adalah terjaminya hukum. Dengan itu
maka akan timbul ekspektasi yang kuat bahwa tujuan hukum merupakan
ketertiban yang penekananya kepada kepentingan ketertiban yang berarati lebih
khusus kepada kemaslahatan secara umum. Sehingga muncul ide yang bagus
kesemua ranah kehidupan bisa berjalan sesuai aturan dengan hukum yanng ditulis.
Kesamaan ini pada ujungnya juga ditemukan rasa puas kepada terbentuknya

Undang-undang yang tidak dapat berjalan dengan aspek sosiologis.*?

Faktor kelima adalah budaya. Yaitu semua perkumpulan sosial yang menyebutkan
pribadinya sebagai bagian dari kemasyarakatan, harus terdapat output dalam
aspek budayaa dari terciptanya rasa serta karya. Kebudayaan juga adalah produk
dari kelompok masyarakat, yaitu manusia yang mempunyai kegunaan dalam
kemasyarakatan. Karena nilai budaya akan melindungi orang yang tinggal dari
alam dan mengatur tentang hubungan yang dimiliki oleh manusia serta sebagai
penampung dari setiap peranan masyarakat. Dari berbagai macam fungsi pada
nilai budaya untuk manusia, tepatnya dilihat pada bagian yang membawahi

koordinasi antar manusia, dikarenakan aspek itu mempunyai maksud untuk

32 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2001, him. 54.
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menghasilkan produk aturan pada bergaulnya kehidupan antar manusia dengan

bermacam keinginan yang seringkali berbeda arah dengan lain.

Hasil akhir dari manusia untuk mengatur pergaulan hidupnya adalah hasil dari
rasa yang ada dalam masyarakat guna tercapai kaidah pada nilai masyarkat.
Bahwa hasil dari aspek rasa adalah manusia yang berusaha untuk melindungi
pribadinya dari unsur gejolak dalam masyarakat. Keinginan dalam masyarkat
tersebut tidak selamanya positif baginya dan dalam menghadapi kekuatan yang

negatif.

3. Konseptual

Konseptual merupakan susunan konsep dari suatu kebulatan yang pokok,
sehingga membentuk suatu pengetahuan yang dijadikan acuan, landasan dan
pedoman di dalam suatu penelitian.®* Adapun arti dari istilah-istilah dimaksud
didasarkan pada judul penelitian yaitu “Mekanisme Penyusunan Surat Dakwaan
Perkara Narkotika Oleh Penuntut Umum (Berkas Perkara Polres Lampung Utara
BP/48/1V/2020/Resnarkoba)” yang dapat diartikan sebagai berikut:
a. Mekanisme adalah suatu hubungan antara satu dengan bagian yang lainya
dalam padanan sistem secara menyeluruh agar fungsi atau pelaksanaanya

sesuai dengan tujuanya.®

33 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perskasa, 2001,
him. 203.

34 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004,
him. 20.

% Purwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, him. 85.
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b. Penyusunan adalah suatu pelaksanaan dalam proses yang terdiri dari berbagai

kumpulan data yang dilaksanakan oleh suatu kelompok atau perorangan
secara teratur dan baik.%

Surat Dakwaan merupakan suatu penataan dalam bagian kerangka yuridis
berdasarkn dasar fakta tindakan yang dibuat oleh terdakwa yang terlihat atas
hasil dari penyidikan dengan cara membuat keterpaduan antara fakta
perbuatan dengan unsur dari tindak pidana berdasarkan aturan undang-
undang pidananya.®’

. Narkotika adalah obat atau zat yang sifatnya alami, sintetis, atau semi sintetis
yang bisa membuat efek samping penurunan kesadaran, halusinasi, maupun
daya rangsang tubuhnya. Sementara menurut UU Narkotika Pasal 1 Ayat (1)
menerangkan narkotika adalah zat yang dibuat yang asalnya dari tanaman
yang bisa memberi efek halusinasi, penurunan kesadaran, dan menyebabkan
kecanduan.®®

. Penuntut umum merupakan jaksa yang diberikan kewenangan oleh
perundang-undangan agar bisa melaksanakan kegiatan penuntutan serta

melakukan ketetapan hakim.3®

3 Koentaraningrat, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, him. 165.
37 https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/SE-004-JA-11-1993.pdf

38 https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/

39 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5d94210cbf1d6/kedudukan-penuntut-
umum-dalam-proses-peradilan
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F. Metode penelitian

1. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah adalah proses penyelesaian atau pemecahan suatu
permasalahan lewat tahap yang telah ditetapkan sehingga tujuan penelitian
tercapai.’® Metode merupakan proses yang menyamakan presepsi dari berbagai
upaya menuju kepada pengetahuan, temuan serta pemahamanya mengenai suatu
yang dijalankan atau di arah dengan tetap. ** Penelitian adalah cara dalam
melakukan pencarian memecahkan dari suatu masalah, sedangkan pengertian
penelitian hukum merupakan segala kegiatan untuk mencari doktrin hukum,
prinsip hukum dan hukum untuk mengatasi isu hukum yang sedang dihadapi.*?
Metode penelitian ini juga diketahui dengan pengertian metode penelitian
berdasarkan empiric library, yang merupakan cara penelitian yang memproduksi
sebuah kedatan yang sifatnya deskriptif dan berbentuk perkataan lisan maupun

tertulis dari seseorang dan tingkah laku yang dilihatnya.*?

Penelitian ini memakai pendekatan secara yuridis empiris dan yuridis normatif.
Pendekatan secara yuridis normatif bertujuan untuk menganalisa terhadap asas,
kerangka, penglihatan dan norma-nomra dalam hukum yang mempunyai kaitan
dengan sebuah penelitian. Tetapi pendekatan yuridis empiris bertujuan untuk

mendapatkan hal yang jelas dan pengetahuan dari realitas. Pada penelitian ini,

40 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004,
41hll/ln.1'Sl)?';rfﬁsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2007,
42hlil’r£ér2 lI\I/Iuhammad Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006,
43hLIIaT:éySI?/'IoIeong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, him. 3.
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peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk
menganalisa bagaimana Mekanisme Penyusunan Surat Dakwaan Perkara
Narkotika Oleh Penuntut Umum (Berkas Perkara Polres Lampung Utara

BP/48/1VV/2020/Resnarkoba).

2. Sumber dan jenis data

Sumber data merupakan kebendaan, tentang atau manusia tempat dari penerimaan
data ataupun dari variabel tersebut menyatu yang di permasalahkan.**
merupakan tempat diamana ditemukanya suatu data peneitian. Penelitian ini
menggunakan dua bentuk sumber data, yaitu:
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang didapat dari pokoknya yaitu asalnya yang
berasal dri wawancara dan studi lapangan
b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan hasil data didapat dengan tidak langsung terhadap

pokoknya, melainkan dari lain sumber baik itu secara pengucapan ataupun

tertulis yang asalnya dari studi secara kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer adalah bahan yang sifatnya autoritatif, artinya punya
otoritas.*®* Adapun didalam penelitian ini menggunakan bahan hukum
primer, seperti :

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

4 Irawan Soehartono, Metode Peneitian Sosial, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, him. 35.
4 Peter Mahmud Marzui, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2006, him. 141.
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b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

¢. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2) Bahan hukum secara merupakan bahan hukum yang berdasarkan hasil
simposium, yurisprudensi, kasus hukum, pendapat dari sarjana, jurnal buku,
buku-buku teks dari ahli hukum yang berkaitan dengan judul penelitian.*®

3) Bahan hukum tersier merupakan bahan atas hukum yang menunjang yang
terdiri dari bahan yang memberikan penjelasn dan pedoman terhadap bentuk
dari bahan hukum sekunder dan primer seperti jurnal, bahan seminar, karya
ilmiah dan kamus yang memiliki kaitan dengan penelitian yang

dilaksanakan.*

3. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan kesemua dari bagian kecil analisa yang mempunyai
kriteria akan sangka. Agar data tersebut didapat untuk keperluan dari narasumber
yang sudah ditentukan sebagai sampel yang bisa dianggap untuk mewakili
keseluruhan sumber data. Maka metode penentu dari narasumber yang dijadikan
subyek akan digunakan metode secara Purposive Sampling. Yakni pemilihan

sumber data yang digunakan atas penunjukan yang sama dengan kewenangan atau

46 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayumedia, 2008,
him. 296.
47 Ibid. hlm. 301.
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kerangka sampel.*® Narasumber dalam penelitian ini antara lain Jaska pada

Kejaksaan Negeri Lampung Utara di Kotabumi sebanyak 2 orang.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Pengumpulan Data

1) Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dari telaahan serta sumber lain, internet, undang-
undang, dokumen dan analisa buku, baik itu secara lisan atau tertulis yang
mempunyai kaitan dengan penelitian yang mempunyai kaitan dengan
mekanisme penyusunan surat dakwaan perkara narkotika oleh penuntut
umum.

2) Data Primer
Data primer didapat dari objek atau pokoknya yang asalnya dari studi dari
lapangan serta sumber wawancara kepada berbagai narasumber dalam

mencari sumber informasi terbaru dengan proses komunikasi interaktif.

b. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan pelaksanaan yang mengelompokan suatu data atas

penelitian, yang dimana data dari penelitian itu bisa dibacakan serta bisa

diinterpretasikan.*® Data yang telah diperoleh dari penelitian kemudian semua data

48 Abdulkadir Muhammad, op.cit. him. 164,
49 M. Syamsudin, op.cit., him. 120.
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akan diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif dengan langkah-

langkah sebagai berikut®:

1)

2)

3)

Evaluasi data, merupakan data didapat dan diteliti agar dapat diketahui
apakan terdapat ada kekurangan atau tidak dan ketidaksesuaian dan apakah
dari data itu telah singkron terhadap masalah yang dibahas.

Klasifikasi data, merupakan pemilihan data yang sudah dicek yang
berdasarkn bahasanya dan telah dilihat apakah sudah sesuai terhadap
masalahnya.

Sistematisasi data, merupakan pembuatan dan pengelompokan data dari
setiap pokok pembahasan secara runut, sehingga mempermudah

pembahasanya.

Analisis data

Analisis data disusun dari pengunaan analisa secara kualitatif, yaitu dengan

mengurai data yang didapat berdasarkan hasil dari sebuah penelitian kedalam

kalimat yang telah dibuat sedemikian rupa secara terstruktur, agar bisa ditarik

sebuah hasil akhir dengan berpegang dengan cara berfikir deskriptif induktif,

yakni dengan cara berfikir dalam menarik sebuah kesimpulan secara luas yang

berdasarkan pada suatu fakta yang sifatnya spesifik untuk kemudian dapat ditarik

terhadap suatu kesimpulan yang bersifat umum.

50 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, him.107.
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. TINJAUAN PUSTAKA

A. Surat Dakwaan

1. Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah landasan dari pembuktian yang dilakukan dengan
pemeriksaan terhadap suatu perkara pidana di muka persidangan, dengan hakim
sebagai penentu dan akan mempertimbangkan apakah uraian yang ada didalam
surat dakwaan itu sudah benar atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh

terdakwa, yang nantinya akan menjadi dasar penjatuhan putusan oleh hakim.>!

Tuntutan di dalam perdata disebut sebagai surat gugatan, tetapi lain hal jika di
dalam pidana maka disebut sebagai surat dakwaan. Antara keduanya terdapat
kesamaan karena dalam hal hakim melaksanakan pemeriksaan yang ada dalam
batasan yang ada dalam bagian dari surat gugatan maupun surat dakwaan itu
hakim dalam memutus.® Selain itu juga terdapat perbedaan, yaitu jika isi dari
surat gugatan dibuat oleh suatu pihak yang rugi, maka berbeda dengan surat
dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum yang tidak berpihak kepada kemauan

dari pihak korban.>

Secara umum surat dakwaan dapat memberi pengertian oleh berbagai para ahli

dalam bidang hukum berupa pengertian dari surat atas akta yang berisi tentang

51 Yoel Tendean, Valentino, “Batalnya Surat Dakwaan Menurut Hukum Acara Pidana,” Lex
Crimen, Vol. VII, No. 5, 2018, him. 143.

52 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, him.
167.

53 1bid.



kesimpulan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian yang
kemudian disamakan dengan pasal dari tindak pidana yang telah dilanggarnya
serta didakwakan pula kepada terdakwa itu sendiri. Oleh karena itu surat dakwaan
tersebut akan menjadi awal dasar pemeriksaan oleh hakim dalam dalam

persidangan.>*

Rusli Muhammad mengemukakan,® di dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) tidak ada menerangkan pengertian dari surat dakwaan,
tetapi di dalam KUHAP hanya menerangkan terkait isi dan ciri dari surat dakwaan
yang telah disebutkan di dalam uraian Pasal 143 ayat (2), yaitu : “Penuntut umum
menulis surat dakwaan yang diberikan tanggal dibuatnya serta ditandatangan dan
berisi:

a. Nama secara lengkap, tempat, tanggal, lahir, umur, jenis kelamin,
kewarganegaraan atau kebangsaan, alamat atau tempat tinggal, agama dan
pekerjaan dari terdakwa.

b. Uraian surat dakwaan dengan lengkap, jelas dan cermat atas tindak pidana
yang didakwakan disertai dengan waktu, tempat dari tindak pidana yang telah

dilakukan.

Surat dakwaan di dalam KUHAP tidak dijelaskan sebagai awal dari sebuah
pemeriksaan oleh para hakim di persidangan, sedangkan dari perumusan yang

terdapat dari Pasal 140 ayat 1, Pasal 141, Pasal 143 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 114

% M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 1, Jakarta: Sinar
Grafika, 1997, him. 414.

% Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007,
him. 83.
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ayat 1 dan Pasal 155 ayat 1 huruf a ataupun dari arti surat dakwaan yang
dipaparkan oleh M. Yahya Harahap. Serta dalam praktik persidangan bigang
pidana yang ada di Indonesia, maka dapat tarik kesimpulan bahwa surat dakwaan
adalah acuan untuk hakim untuk melaksanakan pemeriksaan dalam sidang di
pengadilan. Oleh karena itu surat dakwaan selain mempunyai fungsi sebagai
awalan dalam pemeriksaan oleh majelis hakim di dalam proses persidangan, juga
mempunyai fungsi sebagai acuan bagi penuntut umum didalam upaya untuk
menyampaikan tuntutan atas pidana bagi terdakwa nanti serta bagi terdakwa
sebagai dasar untuk melakukan pembelaan bagi dirinya yang kemudian sebagai

acuan bagi hakim sebagai bahan pertimbangan serta penjatuhan keputusan kelak.

Surat dakwaan adalah perumusan atas tindak pidana yang dilakukan oleh
terdakwa yang telah dituangkan dalam hasil penyidikan yang kemudian disusun
kedalam format bentuk akta untuk membawa dari hasil penyidikan itu ke dalam
suatu pemeriksaan di pengadilan guna mendapatkan putusan oleh hakim terkait
dengan perbuatan dari terdakwa yang dilakukan dan disangkakan kepadanya.
Tanpa adanya surat dakwaan, maka penyidikan terhadap tindak pidana yang telah
dilakukan oleh terdakwa tidak akan bisa dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan

putusan oleh majelis hakim di dalam persidangan.

2. Fungsi Surat Dakwaan

Membuat surat dakwaan merupakan suatu proses pengerjaan yang tidak mudah,

karena dalam proses pembuatanya harus mempunyai perbedaan dan teknik
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tersendiri. Karena pada saat membuat surat dakwaan, seorang penuntut umum
diharuskan untuk dapat melihat di pengadilan yang diikuti oleh terdakwa,
penasehat hukum, saksi-saksi dan para hakim. Oleh karena itu pembuatan dari
surat dakwaan juga harus paham terkait fungsi dari surat dakwaan itu, yang

dimana terdapat 3 (tiga) dimensi.>®

Berdasarkan Pasal 140 ayat 1 KUHAP mengisyaratkan yang mempunyai
wewenang untuk menyusun surat dakwaan adalah Jaksa Penuntut Umum, dengan
kapabilitas dari fungsi dari surat dakwaan, maka Penuntut Umum harus
mempunyai wewenang dalam menyusun surat dakwaan yang nantinya akan
dijadikan sebagai acuan pemeriksaan dengan pertanyaan di sidang pengadilan
nanti. Karena surat dakwaan akan dijadikan sebagai batasan dalam pemeriksaan di
persidangan.®” Hakim harus mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang
hanya terdapat di dalam surat dakwaan saja. Terkait dengan hakim yang menemui
surat dakwaan yang tidak sesuai dari berkas perkara penyidikan sebelumnya,
maka hakim dapat menyatakan bahwa surat dakwaan tersebut tidak lengkap dan

cermat dan dapat dinyatkan batal.

Keputusan yang diambil oleh hakim tersebut juga didukung oleh pernyataan dari
B. M Traverne, yaitu bahwa keseluruhan dari isi dalam surat dakwaan yang telah
terbukti di dalam proses persidangan, tentunya bisa dijadikan sebagai dasar bagi

majelis hakim untuk mengambil keputusan, yakni jika dapat dinyatakan terbukti

% Osman Simanjuntak, Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, him.
39.
57 Prapto Soepardi, Surat Dakwaan, Surabaya: Usaha Nasional, 1998, him. 14.
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di dalam persidangan serta dapat diketemukan didalam surat dakwaan tersebut. 8

Berdasarkan bunyi dari Pasal 51 ayat 2 serta Pasal 155 ayat 2 b KUHAP,
pemeriksaan pada saat persidangan tidak bisa dilanjut apabila terdakwa tidak
mengerti terkait tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Aturan ini adalah
perwujudan terhadap bentuk melindungi dari hak asasi bagi terdakwa untuk
terjaminya pelaksanaan suatu Fair Trial bagi terdakwa yang dituntu di

persidangan.®®

Ada 3 (tiga) fungsi dari surat dakwaan, yaitu fungsi dari surat dakwaan terhadap
penuntut umum, fungsi dari surat dakwaan terhadap terdakwa dan fungsi dari
surat dakwaan terhadap majelis hakim, dengan penjelasan sebagai berikut® :
1. Fungsi dari Surat Dakwaan terhadap Penuntut Umum.
a. Sebagai acuan melaksanakan penuntutan.
Berdasarkan Pasal 143 ayat 1, penuntut umum memindahkan perkara
pidana umum ke pengadilan negeri setempat dengan dasar permintaan
untuk secepatnya perkara tersebut supaya diadili disertai dengan surat
dakwaan. Dalam hal ini penuntut umum bertindak sebagai pembuat dari
pembuatan surat dakwaan yang sejatinya merupakan sebagai acuan dan
batasas dalam pemeriksaan di pengadilan.
b. Sebagai acuan untuk memberikan tuntutan pidana. Yaitu kesemua dari

semua materi surat dakwaan telah dibuktikan di dalam persidangan

%8 Andi Hamzah, op.cit. him. 169.

% 1. A Nederburgh dikutip oleh A. Karim Nasution, Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses
Pidana.

80 Lila Agustina, Modul Surat Dakwaan, Diklat Pembentukan Jaksa (PPPJ), Jakarta: Badiklat
Press, 2017, him. 18.
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adalah sebagai acuan untuk penuntut umum dalam membuat analisa
secara yuridis di dalam memberikan tuntutan, terkait dengan hal yang
ternyata terbukti di dalam analisa fakta sidang yang dapat harus bisa
diketemukan di dalam pembacaan surat dakwaan.

c. Sebagai landasan untuk mengajukan upaya atas hukum.
Yaitu pada saat penuntut umum tidak mendapatkan putusan oleh hakim,
maka penuntut uum dapat melakukan permohonan upaya banding
maupun kasasi disertai dengan memori banding atau memori kasasi dan
juga dengan kontra memori banding atau kontra memori kasasi yang
berdasarkan surat dakwaan.

2. Fungsi dari Surat Dakwaan bagi Terdakwa / Penasihat Hukum.

a. Sebagai landasan dalam melakukan keberatan.
Berdasarkan Pasal 156 ayat 1 KUHAP, terdakwa ataupun penasihat
hukum mempunyai hak untuk mengajukan keberatan terkait pengadilan
setempat tidak mempunyai kewenangan mengadili suatu perkara atau
surat dakwaan tidak bisa diterima ataupun surat dakwaan dapat
dinyatakan batal. Terhadap keberatan tersebut akan dipertimbangkan
oleh hakim untuk nantinya diambil keputusan.

b. Sebagai landasan dalam melakukan pembelaan.
Berdasarkan Pasal 65 dan Pasal 160 ayat (1) ¢ KUHAP, terdakwa
mempunyai hak untuk mengajukan saksi yang meringankan atau ahli
yang menguntungkan bagi dirinya yang meringankan untuknya yang
dikenal juga sebagai saksi A de Charge yang kemudian keterangan

tersebut akan dimasukan ke dalam nota pembelaan atau pleidoinya. Surat
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3.

dakwaan juga landasan bagi terdakwa dalam mempersapkan pembelaan
terhadap surat dakwaan pidana yang telah dibacakan dan didakwa kepada
terdakwa dan kepentingan lain yang berhubungan dengan pemeriksaan

dari suatu perkara tindak pidana di muka persidangan.®!se

. Sebagai dasar mengajukan upaya hukum.

Terdakwa juga mempunyai hak untuk menolak putusan pengadilan, yang
dimana dalam terdakwa menolak putusan tersebut, maka terdakwa akan
mengupayakan banding ataupun kasasi disertai membuat memori
banding ataupun memori kasasi dengan alasan yang didasari dari surat

dakwaan oleh penuntut umum.

Fungsi Surat Dakwaan untuk Hakim.

a. Sebagai dasar untuk pemeriksaan dialam persidangan.

Surat dakwaan adalah acuan dasar untuk melakukan pemeriksaan di
persidangan, yang dimana pertanyaan dan pembuktian tersebut harus

berdasarkan dengan isi surat dakwaan.

. Sebagai landasan dalam mengambil atau menjatuhkan putusan.

Majelis hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan selain pasal yang
tidak didakwakan keada terdakwa agar tidak dapat dianggap melebihi

batas kewenanganya, kecuali dalam hal tindak pidana tertentu.

Syarat Surat Dakwaan

Sistem lembaga peradilan di Indonesia, pengadilan mempunyai wewenang untuk

61 Simanjuntak, Freddy. “Penerapan Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan

Hukum Positif Indonesia,” Doktrina : Journal Of Law, Vol. 3, No. 2, 2020, him. 126.
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melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara pidana
berdasarkan surat dakwaan dari penuntut umum. Serta tidak ada satupun perkara
pidana yang dapat diadili di pengadilan, tanpa perkaran tersebut dimintakan oleh
penuntut umum ke pengadilan. 52 Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, surat
dakwaan dapat dinyatakan telah sah apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu :
1. Telah terpenuhi Syarat Akta.
Harus terdapat tanggal serta ditandatangani oleh penuntut umum.
2. Telah terpenuhi Syarat Formil.
Memuat tentang identitas lengkap dari terdakwa yang terdapat dalam Berita
Acara Pemeriksaan Tersangka di penyidikan, antara lain : nama lengkap
disertai bin, tempat asal lahir, umur, tanggal lengkap lahir, jenis kelamin,
kewarganegarn atau kebangsaan, alamat atau tempat tinggal, agama dan
pekerjaan.
3. Telah terpenuhi Syarat Materil.
Berdasarkan uraian Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, surat dakwaan harus
berisi uraian secara lengkap, jelas dan cermat tentang tindak pidana yang
didakwakanya serta disebutkan juga waktu dan lokasi dari tindak pidana

tersebut dilaksanakan atau dilakukan.

Di dalam KUHAP itu sendiri tidak ada aturan tentang apa saja yang dimaksud
dengan pengertian “cermat, jelas dan lengkap”. Berdasarkan Surat Edaran dari
Jaksa Agung Rl Nomor : SE-004 / JA/ 11 / 1993 tanggal 16 November 1993

perhal tentang Pembuatan Surat Dakwaan Jo Surat Edaran JAM PIDUM Nomor:

62 Osman Simanjuntak, op.cit, him. 41.
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B-607 / E / 11 /1993 tanggal 22 November 1993 perihal tentang Pembuatan Surat

Dakwaan, yang dimaksud dengan® :

a. Istilah Cermat
Adalah uraian yang berdasarkan kepada dasar pidana dengan tanpa ada suatu
kekeliruan yang menyebaban surat dakwaan tersebut dinyatakan batal demi
hukum ataupun bisa dinyatakan batal ataupun tidak dapat diterima (niet
onvankelijk verklaard). Penuntut umum dituntut harus bersikap jelas dan
cermat terhadap seluruh materi surat dakwaan.

b. Istilah Jelas
Adalah uraian dari surat dakwaan yang jelas serta mudah dipahami dengan cara
membuat penulisan redaksi yang menghubungkan fakta perbuatan oleh
terdakwa disertai unsur tindak pidana yang dikenakan kepadanya, terdakwa
mendengar langsung atau membacanya surat dakwaan akan paham dan
mendapatkan terkait gambaran tentang apa dan siapa yang telah melakukan
tindak pidana tersebut, tindak pidana apa dan bagaimana yang telah dilakukan,
kapan serta dimanakah tindak pidana tersebut dilakukan serta apa akibatnya
yang ditimbulkanya dan juga mengapa terdakwa tersebut melakukan perbuatan

tindak pidana tersebut.

c. Istilah Lengkap
Adalah uraian yang dibuat secara utuh yang bisa menggambar tentang unsur
tindak pidana yang telah didakwa kepadanya, disertai waktu dan lokasi tindak

pidana tersebut dilaksanakan dan dilakukan.

83 Soelarso Projosewoyo, Cara Menyusun Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana, Jakarta:
Angsana, 1992, him. 22.
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Selain harus dibuat secara jelas, lengkap dan cermat, surat dakwaan dituntut

memiliki tentang uaraian tempus dan locus delicti. 5

4. Bentuk Surat Dakwaan

Perumusan dari bentuk surat dakwaan juga ditentukan dari suatu tindak pidana
yang telah terjadi, terkait apakah tindak pidana tersebut dilakukan oleh tunggal
atau perorangan atau dengan jamak atau penyertaan, perbarengan atau concurcus.
Serta dari corak dan jenis tindak pidana yang terjadi, maka diketahui beberapa
macam dari bentuk dakwaan.® Antara lain :
1. Dakwaan Secara Tunggal
Jika apabila terdapat tunggal atau satu orang serta jamak atau beberapa orang
yang secara berbarengan atau bersama-sama melakukan suatu tindak pidana
dan penuntut umum mempunyai keyakinan dengan tindak pidana tersebut
yang terjadi dan apabila satu orang ataupun terdiri dari beberapa orang yang
secara berbarengan atau bersama-sama melakukan tindak pidana dengan
perbuatan berlanjut.
2. Dakwaan Secara Alternatif atau Dakwaan Pilihan
Apabila pada saat penyidikan yang telah dilakukan ternyata hanya memenuhi
dari unsur-unsur terhadap satu jenis tindak pidana saja yang terjadi ternyata

satu jenis tindak pidana saja dan jika dirasa penuntut umum mengalami

64 Suharto RM, Hukum Pidan Materiil: Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan, Jakarta:
Sinar Grafika, 2002, him. 32.

8 Osman Simanjuntak, Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum Jilid 2, Jakarta: PT. Grasindo, 1998,
him. 59.
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keraguan dikarena unsur yang memenuhi dari tindak pidana tersebut juga bisa
mendukung dari tindak pidana yang lain, sehingga berpotensi membuktikan
tindak pidana yang lain itu.

Dakwaan secara Subsider atau Dakwaan Pengganti.

Apabila hanya terdapat satu jenis tindak pidana saja yang telah terjadi, tetapi
ternyata penuntut umum mempunyai keraguan jika yang terbukti merupakan
tindak pidana lain. Dakwaan subsider ini dapat diterapkan antara dari dua
tindak pidana yang sejenis.

Dakwaan secara Kumulasi.

Apabila di dalam pembuatan satu surat dakwaan yang didakwakan kedalam
beberapa tindak pidana secara sekaligus yang ternyata masing-masing telah
berdiri sendiri, baik itu dikarenakan ancaman pidana yang sejenis ataupun
yang tidak sejenis. Di dalam dakwaan ini, maka penuntut umum maupun
hakim harus membuktikan dakwaanya satu per satu kepada dakwaan yang
telah terbukti.

Dakwaan secara Kombinasi / Dakwaan Gabungan.

Apabila dakwaan yang dibuat jika satu orang atau lebih yang sama-sama
melakukan perbuatan tindak pidana yang ternyata berdiri secara perorangan
dan dari tindak pidana, penuntut umum merasa ragu-ragu dari tindak pidana
yang sudah terjadi. Maka dakwaan ini merupakan dakwaan kumulasi serta

diantara dari dakwaan kumulasi terdapat dakwaan dengan bentuk yang lain.
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B. Pra Penuntutan

1. Pengertian Pra Penuntutan

Sebelum sampai kepada surat dakwaan, proses yang harus dilewati adalah proses
pra penuntutan. Lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk melakukan
pra penuntutan adalah kejaksaan yang dalam hal ini mempunyai sifat yang
mutlak, karena terhadap suatu perkara pidana yang pada akhirnya sampai pada
pengadilan, harus melalui proses pra penuntutan yang dilaksanakan oleh penuntut
umum.®® Karena jika penyidik kepolisian yang telah sudah melaksanakan
penyidikan terhadap suatu kejadian yang ternyata suatu tindak pidana, maka
penyidik diwajibkan untuk memberitahukan hasil penyidikan tersebut kepada
penuntut umum. Berdasarkan bunyi dari Pasal 14 huruf b KUHAP menerangkan
bahwa penuntut umum mempunyai wewenang untuk melakukan pra penuntutan
terhadap kekurangan yang terdapat dalam berkas perkara pada tahap penyidikan
berdasarkan ketentuan dalam pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan pemberian
petunjuk untuk dilengkapi terhadap kekurangan-kekurangan yang telah diteliti

oleh penuntut umum.

Pasal 110 ayat (3) KUHAP juga memberikan pengertian bahwa dalam hal
penuntut umum memulangkan berkas perkara penyidikan agar dilengkapi, maka
penyidik harus langsung melakukan kegiatan penyidikan secara tambahan
terdahadap kekurangan yang diberikan dengan petunjuk yang telah diberikan oleh

penuntut umum, lalu pada ayat (4) penyidikan akan dianggap telah selesai apabila

8 Ali Mukartono, Modul Pra Penuntutan, Diklat Pembentukan Jaksa (PPPJ), Jakarta: Badiklat
Press, 2018, him. 10.
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dalam kurun waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan dari
hasil upaya penyidikan tersebut atau jika sebelum batas akhir waktu penyidikan
tersebut telah habis yang telah ada pengumuman terkait hal tersebut dari penuntut

umum kepada pihak penyidik polisi.®’

Pengertian dari pra penuntutan dapat dilihat dalam uraian dalam Pasal 30 ayat (1)
huruf a Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang
berbunyi “Pra penuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan
penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan yang
diterima dari penyidik, serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik
untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut sudah dapat dilmpahkan
atau tidak ke tahap penuntutan.” Harun M. Husein mengemukakan bahwa yang
artikan dengan pra penuntutan adalah hak dan kewenangan dari penuntut umum
dalam mempersiapkan penyusunan surat dakwaan dan penuntutan, dilakukan
dalam perkara dengan cara menelaah atau melakukan penelitian terhadap suatu
berkas perkara yang nantinya akan dikembalikan kepada penyidik untuk
ditentukan apakah syarat yang harus disertai untuk dilakukan penuntutan tersebut

sudah dipenuhi atau tidak oleh penyidikan tersebut.

Tetapi jika ternyata hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa diketahui
berbagai persyaratan formil dan materil telah terpenuhi, maka penuntut umum
langsung memberitahu kepada pihak penyidik bahwa terhadap hasil penyidikan

tambahan tersebut sudah dinyatakan lengkap. Tetapi jika sebaliknya ternyata dari

67 Aman Sumantri, Materi Pra Penuntutan Untuk PPPJ Tahun 2013, Jakarta: Badiklat Press,
2013, him. 20.
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hasil penyidikan tambahan tersebut belum juga memenuhi dari berbagai
persyaratan penuntutan, maka penuntut umum akan memulangkan lagi berkas
perkara tersebut kepada penyidik dengan disertai petunjuk kekurangan guna untuk

dilengkapinya.®®

Berbeda dengan Osman Simanjuntak yang memberikan pengertian terhadap pra
penuntutan, sebagai kewenangan penuntut umum dalam pemberian petunjuk
kekurangan kepada penyidik dalam membuat sempurna berkas perkara dan
munurut Andi Hamah, pra penuntutan adalah hak dan wewenang dari penuntut
umum guna memberikan petunjuk dalam hal sempurnanya penyidikan oleh
penyidik. Oleh karena itu berdasarkan dari beberapa tolak ukur tentang arti dari
pra penuntutan, maka dapat ditarik kesmpulan hasil akhir bahwasanya pra
penuntutan merupakan semua kegiatan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh
penuntut umum yang berkaitan terhadap kewenanganya untuk membuat lengkap
atau telah sempurnanya berkas perkara dari hasil penydidikan yang dilakukan oleh

penyidik kepolisian.

2. Dasar Pra Penuntutan

Sesudah mengetahui pengertian dari pra penuntutan yang telah diuraikan diatas,
maka dapat diketahui bahwa terhadap dasar hukum ataupun aturan dari pra
penuntutan yang bisa diketahui antara lain :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

8 Husein, M. Harun, Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana, Jakarta: PT. Rineka Cipta,
1991, him. 32.
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f. Pasal 8 KUHAP
Pada ayat (2), Penyidik memberikan berkas perkara pidana umum
kepada Penuntut Umum.
Pada ayat (3), Pengembalian atau pemberian berkas perkara umum
dilaksanakan (a) pada tahap kesatu, Penyidik hanya memberikan berkas
perkara; (b) Dalam hal kegiatan Penyidikan telah dilakukan Penyidik, lalu
memberikan tanggung jawab terhadap tersangka maupun barang bukti kepada
Penuntut Umum.

g. Pasal 14 huruf b KUHAP
Penuntut Umum punya kewenangan untuk membuat kegiatan pra penuntutan
dengan mempedomani ketentuan dari uraian Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4)
dengan pemberian petunjuk guna membuat lengkap penyidikan dari pihak
Penyidik.

h. Pasal 109 ayat (1) KUHAP
Jika Penyidik sudah melaksanakan penyidikan terhadap suatu kejadian yang
merupakan suatu tindak pidana, maka penyidik juga bisa menginfokan hal
tersebut kepada Penuntut Umum.

i. Pasal 110 KUHAP
Pada ayat (1), Jika penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka
penyidik harus langsung memberikan berkas perkara pidana umum itu
kepada Penuntut Umum.
Pada ayat (2), Penuntut Umum bisa memberikan berpendapat bahwa terhadap
penyidikan itu jika belum terpenuhi, maka penuntut Umum dapat

memulangkan berkas perkara pidana umum itu kepada Penyidik dengan
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petunjuk supaya dilakasnakan.

Pada ayat (3), Penuntut Umum memulangkan hasil dari penyidikan agar dapat
dilengkapi, maka penyidik harus segera melaksanakan penyidikan tambahan
berdasarkan dengan petunjuk atas kekurangan dari Penuntut Umum.

Pada Ayat (4), Penyidikan dapat dianggap telah selesai jika dalam tempo
empat belas hari Penuntut Umum tidak memulangkan hasil dari penyidikan
atau jika sebelum waktu habis tentang pemberitahuan tentang hal itu dari

Penuntut Umum.

j. Pasal 138 KUHAP

Pada ayat (1), Penyidik telah mengirimkan hasil penyidikan kepada Penuntut
Umum, langsung meneliti dan mempelajari dalam tempo 1 (satu) minggu,
memberitahu kepada Penyidik terkait hasil penyidikanya belum lengkap atau
lengkap.

Pada ayat (2), Setelah dilakukan penelitian ternyata tidak lengkap dari hasil
penyidikan, maka Penuntut Umum harus memulangkan berkas perkara pidana
umum ke Penyidik disertai informasi kekurangan terkait apa yang perlu
ditambahkan untuk melengkapi kekurangan dan dalam waktu 2 (dua) minggu
sejak berkas diterima, Maka Penyidik wajib menyerahkan lagi berkas perkara
ke Penuntut Umum.

. Pasal 139 KUHAP

Hasil penyidikan diterima kembali oleh Penuntut Umum yang sudah
dilengkapi dari Penyidik, maka ia langsung mengambil langkah apakah
berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap untuk bisa dilimpahkan ke

Pengadilan.
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2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik
Indonesia.®®
I. Pasal 30 ayat (1) huruf a

Pra penuntutan merupakan kegiatan Jaksa dalam mengawasi jalanya
penyidikan atas penerimaan informasi dimulainya atas penyidikan yang
diperoleh dari Penyidik dan memberi petunjuk terhadap kekurangan agar
dilengkapi oleh Penyidik agar bisa mengambil sikap apakah berkas perkara
tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan.
m. Pasal 30 ayat (1) huruf e

Kewenangn Penuntut Umum untuk dalam membuat lengkap berkas
perkara dengan dilakukan memeriksa berita acara lanjutan sebelum
diberikan ke Pengadilan yang dalam kegiatanya di kerjasamakan dengan
Penyidik.

3) Keputusan dari Menteri Kehakiman No. M..01..PW..07..03 Tahun 1982 perihal
Pedoman cara penggunaan KUHAP.™

4) Keputusan dari Menteri Kehakiman No. M..14..PW..07..03 perihal Tambahan
Pedoman cara penggunaan KUHAP."

5) Surat Edaran dari Jaksa Agung RI Nomor : SE- 004/ A/ JA /2 /2009 tanggal
26 Februari 2009 perihal Peminimalisiran terhadap Bolak Baliknya Perkara
diantara pihak Penyidik dengan Penuntut Umum."?

6) Instruksi dari Jaksa Agung RI Nomor : INSJA- 006/ A / JA [ 4/ 1995 perihal

Persyaratan Formil maupun Materiil terhadap Berkas Perkara yang telah di

8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia.

0 Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PW.07.03 Tahun 1982.

"1 Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14.PW.07.03 Tahun 1982.

72 Surat Edaran Jaksa Agung Rl Nomor : SE- 004/ A/ JA/ 2/ 2009 tanggal 26 Pebruari 2009.
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3.

sederhanakan.”

Ruang Lingkup Pra Penuntutan

Berdasarkan dari artian serta dasar hukum dari pra penuntutan yang telah diuraikan,

maka dapat disimpulkan bahwa bidang dari wewenang pra penuntutan oleh Penuntut

Umum, antara lain :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Mengawasi berkembangnya proses penyidikan ;

Melaksanakan hubungan koordinasi dua arah dan memberikan petunjuk kepada
Penyidik;

Melaksanakan petunjuk dalam melakukan perpanjangan masa tahanan yang
dimintakan oleh Penyidik ;

Meneliti dan mempelajari berkas perkara pidana umum dari Penyidik ;
Memberikan petunjuk atas kekurangan kepada Penyidik agar melengkapi berkas
perkara dengan melakukan pemeriksaan tambahan ;

Melakukan penelitian terkait keabsahan atau tidak terhadap berhentinya kegiatan
penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik ;

Menerima pelimpahan tanggung-jawab atas tersangka serta barang bukti dari
pihak Penyidik (Tahap 2) ;

Melakukan pemeriksaan tambahan yang didasarkan pada petunjuk.

Berdasarkan dari artian dan ruang lingkup dari kegiatan pra penuntutan yang telah

diuraikan tersebut, maka selanjutnya proses kegiatan pra penuntutan dapat meliputi 3

73 Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INSJA- 006/ A/ JA/ 4/ 1995.
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(tiga) tahap, yaitu :
1) Menerima terhadap Surat Pemberitahuan Dimulainya atas Penyidikan (SPDP) ;
2) Pelimpahan berkas perkara pidana umum hasil penyidikan (Tahap Pertama) ;

3) Pelimpahan tanggung jawab atas tersangka serta barang bukti (Tahap Kedua).

Bahwa Pra penuntutan adalah kegiatan meneliti berkas perkara pidana umum dari
pihak Penyidik oleh Penuntut Umum yang mencakup dari kegitan meneliti terhadap
persyaratan formil maupun persyaratan materiil. Untuk lengkpnya dari syarat-syarat
formil adalah mengenai dari lengkapnya administrasi yang sebagaimana diterangkan
didalam uraian Pasal 121 dan Pasal 75 KUHAP, yakni laporan dari Polisi, surat
aduan, surat perintah penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya atas penyidikan
(SPDP), surat perintah penangkapan, surat perintah penggeledahan, surat perintah
atas penahanan, surat perintah penyitaan, dan lainya. Untuk dapat dilakukanya surat
perintah di atas, maka perlu dibuatkan berita acara, yakni berita acara atas
pemeriksaan saksi, berita acara atas pemeriksaan tersangka, berita acara atas
pemeriksaan ahli, berita acara atas pemeriksaan surat, berita acara atas penyitaan
barang bukti, berita acara atas penggeledahan. Lebih lanjut perlu juga diteliti terkait
surat ijin dari Pengadilan untuk melakukan saita, geledah dan lengkapnya penelitian

administrasi.

Penelitian dari lengkapnya persyaratan materiil mencakup tentang tentang jelasnya
dari tindak pidana yang dikenakan pada tersangka serta cara dari perbuatanya, uraian
dari unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang disangka kepada tersangka, kapan

waktu terjadi tindak pidana (tempus delicti), dimana lokasi terjadi tindak pidana
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(locus delicti), cara untuk membuktikan dari alat bukti yang terlampir didalam berkas
perkara, pertanggung jawaban dari tersangka yang menurut hukum pidana, serta
terakhir adalah wewenang pengadilan yang mengadili dan memeriksa perkara yang

sedang diteliti ( kompetensi relatif dan absolut).

Setelah berkas dinyatakan sudah sempurna oleh penuntut umum dan sudah
diterbitkanya surat terkait berkas perkara sudah dinyatakan lengkap (P21), maka
selanjutnya tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke Kejaksaan (penyerahan tahap
kedua), kemudian Penuntut Umum melaksanakan pemeriksaan terhadap identitas dari
tersangka, memeriksa barang bukti berdasarkan penetapan penyitaan yang
dikeluarkan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sert berita acara atas penyitaan
barang bukti yang dilampirkan dari Penyidik. Tidak lupa juga pengecekan atas barang
bukti tersegel, lalu segel dibuka dan dilihat dan diperiksa dihadapan Penyidik,
sedangkan untuk barang bukti berupa uang tunai, harus dihitung lagi terkait besaran

jumlah di depan Penyidik untuk memastikan nominal pastinya.

Berdasarkan uraian-uraian diatas tersebut, dapat dicermati pada saat proses pra
penuntutan berlangsung diperlukan kecermatan dan sikap hati-hati oleh Penuntut
Umum dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap hasil atas penyidikan yang telah
dilaksanakan oleh Penyidik, baik itu terkait kelengkapan atas formil ataupun
kelengkapan atas materiil. Karena kelengkapan atas hasil dari penyidikan tambahan
sangat menentukan atas berhasilnya dalam pembuatan surat dakwaan dan penuntutan
nanti. Maka dari itu Penuntut Umum dituntut teliti serta jeli dalam memeriksa dan

melakukan penelitian terhadap berkas perkara. Jika Penuntut Umum tidak teliti dan
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cermat, maka dalam memeriksa dan melakukan penelitian atas berkas perkara, maka
kekurang-kekurangan dari hasil atas penyidikan yang luput dari pemeriksaan bisa
menjadikan kekurangan dan kelemahan yang bisa berdampak pada penyusunan surat
dakwaan dan penuntutan, sehingga akan menjadi kelemahan dalam pembuktian yang

didasarkan surat dakwaan dan penuntutan atas perkara itu.

Jika Penuntut Umum sudah menerangkan bahwa hasil atas penyidikan sudah
terpenuhi dan lengkap, tetapi jika terdapat petunjuk yang masih belum dilengkapi,
maka ketidaklengkapan itu tidak bisa dilengkapi, karena jika apabila Penuntut Umum
sudah menerangkam telah sempurna dari berkas perkara atau dalam kurun waktu
selama 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak memulangkan berkas perkara

pidana umum kepada pihak Penyidik, maka penyidikan itu dianggap telah selesai.

4. Fungsi Pra Penuntutan

Didalam KUHAP juga menerangkan mengenai pelaksanaan wewenang tupoksi
penegakan hukum diantara fungsi atas penyidikan, atas penuntutan, dan dasar
pemeriksaan pada pengadilan, sehingga diantara para aparatur yaitu, penyidik
kepolisian, penuntut umum, dan majelis hakim yang secara prinsip harus
memiliki kekhususan, kompanemenisasi dan diferensiasi. Tetapi pada saat
melakukan kegiatan penegakan hukum tepatnya pada penyelesaian perkara pidana,
maka terhadap penyidik, penuntut umum, dan majelis hakim tidak mempunyai

kaitan satu dengan yang lainya.
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Kesemua fungsi ini membutuhkan kerjasama ataupun keterikatan yang biasa dikenal
juga sebagai Integrated Justice System. Pada masa Jaksa Agung RI, yaitu Sukarton
Marmosudjono berpendapat, Integrated Criminal Justice System merupakan sistem
dari peradilan suatu perkara pidana secara terpadu yang memiliki unsur-unsur terkait
persamaan terhadap suatu persepsi mengenai pola dan keadilan atas terselenggaranya
peradilan dalam perkara pidana yang secara menyeluruh dan kesatuan utuh
(Administration of Criminal Justice System). Pada pelaksanaan peradilan ini terdiri
atas dari bermacam hal seperti ranah penyidikan, ranah penuntutan, ranah pengadilan,
dan lembaga pada permasyarakatan. Pada Integrated Criminal Justice System juga
merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyatukan semua hal tersebut yang telah
diruaikan, sehingga peradilan pidana tersebut bisa berjalan secara lancar dengan

sebagaimana mestinya.

Sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan yang dimiliki oleh penyidik maupun
penuntut umum, maka wewenang atas lembaga yang mempunyai wewenang pra
penuntutan mempunyai artian yang penting yang dapat menentukan apakah dapat
berhasil atau tidaknya atas penuntutan serta pemeriksaan terhadap perkara pidana
dalam proses di pengadilan. Wewenang penuntut umum dalam rangka
menyelenggarakan proses pra penuntutan yang artinya sebelum penuntut umum
memberikan berkas perkara pada tahap persidangan, maka mempunyai hak untuk
menilai dan memeriksa terhadap berkas perkara atas hasil pemeriksaan oleh penyidik
yang sudah dirasa tercukupi dan lengkap, serta sudah layak untuk dilaksanakan
penuntutan di persidangan. Dalam memeriksa mengenai cukup dan lengkapnya atas

hasil pemeriksaan pada tahap penyidikan, maka penuntut umum diberi kewenangan
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untuk dapat menentukan langkah-langkah :

1 Bisa menganggap serta menerima hasil dari pemeriksaan ranah penyidikan dirasa
sudah tercukupi agar dilakukan penuntutan pada tahap pengadilan. Penuntut
Umum umum yang mengambil langkah ini, artinya penyidikan tersebut telah
dinyatakan selesai serta pada tahap pra penuntutan berubah menjadi tahap
penuntutan. Konsekuensi pergantian tahap pra penuntutan ke penuntutan serta
mempunyai akibat berpindahnya pertanggungjawaban secara yuridis perkara
tersebut dari penyidik kepolisian kepada penuntut umum. Oleh karena itu,
penyidikan telah dianggap telah selesai, lalu penyidik memberikan tanggung jawab
terhadap tersangka serta barang bukti pada Penuntut Umum (Pasal 8 Ayat 3 huruf
b);

2. Penuntut Umum sesudah menerima dan memeriksa berkas perkara pidana umum
atas hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidikan bisa mengemukakan pendapat
bahwa hasil penelitian dirasa belum cukup. Jika penuntut umum berkesimpulan
tentang penilaian, bisa bergerak sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 110 ayat

(2)dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP.™

Wewenang Pra penuntutan yang dimiliki oleh Penuntut Umum merupakan sebuah
langkah persiapan awal dari penuntutan yang mencakup tupoksi mengawasi
berkembangnya penyidikan, pemeriksaan atas berkas perkara dari hasil penyidikan,
pemberian berupa petunjuk untuk lengkapnya atas hasil penyidikan, penelitian
terhadap tersangka serta barang bukti dan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka

maupun saksi. Pelaksanaan pra penuntutan juga sebaga sarana penghubung diantara

74 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan
Penuntutan (Edisi Kedua), Jakarta: Sinar Grafika, 2009, him. 371.
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fungsi penuntutan maupun penyidikan yang nantinya jadi tolak ukur berhasilnya
maupun gagalnya pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum mempengaruhi
terhadap pemeriksaan terhadap sebuah perkara pidana umum di pengadilan nanti.
Proses pelaksanaan kegiatan pra penuntutan, selain bisa mengurangi adanya rekayasa
penyidikan, juga bisa dapat membuat cepat proses selesainya tahap penyidikan. Selain

itu, juga bisa meminimalisir terjadinya bolak-baliknya suatu berkas perkara.”

Peranan penuntut umum dalam mempersiapkan terhadap berkas perkara yang
nantinya akan disiapkan di pengadilan agar dilakukan pemeriksaan serta dijatuhi
putusan oleh majelis hakim dalam berjalanya persidangan, maka daya untuk
mewujudkan dari yang diharapkan tersebut adalah dilaksanakan dengan profesional,
sehingga dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan atau tidaknya proses kegitan
penuntutan yang dilaksanakan oleh penuntut umum pada saat membacakan surat
dakwaan, melakukan pemeriksaan dan proses penuntutan hingga putusan oleh

hakim berdasarkan pembuktian oleh penuntut umum.

S Heri Jerman, Modul Pra Penuntutan, Diklat Pembentukan Jaksa (PPPJ), Jakarta: Badiklat
Press, 2017, him. 10.
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C. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika dalam kajian ilmu secara farmalogis medis merupakan obat-obatan yang

bisa membuat rasa sakit atau nyeri pada bagian visceral ataupun kondisi stupor

ataupun kesadaran yang tidak stagnan ataupun stabil dengan disertai kecanduan atau

adiksi. Narkotika juga dapat membuat rasa kesadaran yang tidak stagnan dan juga

dapat menimbulkan gejala halusinasi serta daya stimulan atau rangsangan.”® Menurut

Graham Blaine, salah satu faktor dari seseorang yang menggunakan narkotika adalah:

1) Narkotika dipergunakan sebagai pemicu serta dopping sebagai ajang pembuktian
rasa berani pada dirinya dalam bertindak atas perbuatan-perbuatan yang
membahayakan serta mempunyai resiko yang besar, karena bisa menimbulan
efek khayalan.

2) Narkotika diperuntukan tempat pelarian dalam penyelesaian masalah, masalah
keluarga, lingkungan pertemanan maupun lingkup dipekerjaan.

3) Rayuan dan rasa ingin tahu untuk memakai narkotika dalam pergaulan sehari-

hari.

Bahwa akibat dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri dapat mengakibatkan efek
yang membahayakan bagi pengguna, keluarga dan masyarakat, serta jika pengguna
secara berkelanjutan memakai narkotika tanpa adanya pengawasan dari dokter.

Keadaan itu bisa menimbulkan ketergantungn dan bahaya fatal yang bisa mengancam

6 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropija dalam Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju,
2003, him. 5.
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keselamatan jasmani dan mental dari penggunanya.’”

Ada beberapa tahap dalam penggunaan narkotika sehingga menimbulkan adiksi atau

kecanduan, antara lain : "8

1)

2)

3)

4)

5)

Rasa ingin mencoba yang didasarkan karena ingin tahu, tahapan ini, mempunyai
pengaruh dari pergaulan-pergaulan sosial dapat menjadikan penyebab yang besar
bagi orang yang memakai narkotika, contohnya adalah rayuan untuk
mengkonsumsi narkotika.

Bentuk dari pergaulan-pergaulan sosial yang ingin dikenal sebagai bagian dari
bagian dari anggota kelompok pertemanan dengan cara memakai narkotika.
Bentuk penggunaan secara situasional dalam memakai narkotika disaat
pengguna merasakan dirinya sendiri dan merasa dijauhi baik itukeluarga, baik itu
perteman dan kemasyarakatan.

Bentuk dari kebiasaan yang sering memakai narkotika dan membuat adiksi atau
kecanduan.

Bentuk kecanduan bagi pemakai narkotika yang tidak bisa mengontrol diri

sendiri untuk memakai narkotika.

Selanjutnya akibat dalam memakai narkotika untuk dirinya secara berlebih, antara

lain :"®

1)

Mengalami gangguan fungsi dari perkembangan normal otak dalam tahap

pertumbuhan remaja.

" Moh. Taufik, Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, him.

71.

8 Ibid. him. 80.
9 Siswantoro Sunarto, Penegakan Hukum narkotika dan Psikoitropika dalam Kajian Sosiologis
Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, him. 101.

54



2) Mengkonsumsi banyak narkotika dapat membuat keracunan.

3) Kematian yang diakibatkan dari pendarahan dan pernafasan dari overdosis
penggunaan narkotika.

4) Ketika takaran pemakaian narkotika yang digunakan berkurang, maka akan
mengalami gejala putus zat.

5) Sosial dan kesehatan mental yang mengalami gangguan.

6) Gangguan malfungsi pada organ tubuh.

7) Adanya ancaman hukuman secara pidana bagi pelaku penyalahguna narkotika

dan permasalahan ekonomi.

2. Jenis Tindak Pidana Narkotika

Bahwa tidak ada satu orang pun bisa dijerat pidana atau dilakukan sanksi hukuman,
melainkan perbuatan tersebut telah dilakukan yang telah diatur sebagai bentuk dari
tindak pidana yang dalam aturan undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan
tersebut dilakukan. Statement tersebut adalah bunyi Pasal 1 KUHP mengenai Asas
Legalitas yang berbunyi bahwa dasar dari seseorang yang diberikan hukuman pidana
harus berada dalam wilayah negara Republik Indonesia, Serta orang tesebut yang
telah di sangkakan telah meakukan perbuatan tersebut harus dilihat terlebih dahulu

terkait ada atau tidaknya peraturan yang mengatur.&

Perbuatan dari penyalahgunaan narkotika merupakan peredaran yang ilegal dalam

narkotika serta prekusor narkotika yang dilaksanakan tanpa hak izin atau melawan

8 1bid. him. 256.
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secara hukum serta bisa dijadikan sebagai perbuatan tindak pidana pelanggaran
narkotika dan prekursor narkotika.®* Perbuatan seperti itu dilaksanakan baik itu
oleh diri sendiri ataupun permufakatan yang jahat, yaitu perbuatan yang diakukan
oleh lebih dari dua orang yang telah melakukan kesepakatan untuk menjadi
sebagai anggota dari kejahatan narkotika, memberikan konsultasi, memfasilitasi,
menganjurkan, menyuruh, turut serta melakukan, membantu dan melaksanakan

dari perbuatan tersebut.8?

Kejahatan yang telah terorganisasi dengan baik merupakan bentuk kejahatan yang
dilaksanakan oleh grup-grup yang telah terbentuk dan biasanya terdapat dari lebih
dari 3 (tiga) orang yang sudah ada untuk kedapanya serta melakukan tindakan
secara bersama dengan tujuan akhir untuk melaksanakan dari suatu tindak pidana
Narkotika yang dilakukanya.®® Tindakan mengawasi, menggunakan,
mengedarkan, menyimpan dan memproduksi tanpa batasan adalah merupakan
bentuk dari kejahatan yang dapat membuat kerugian baik itu perorangan maupun
lingkup masyarakat luas. Pengaturan dari tindak pidana narkotika tersebut diatur
pada Bab 5 dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika,

tepatnya pada uraian Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113 dan Pasal 148.

3. Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Aturan dari undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika

memberikan definisi mengenai pelakunya dari tindak pidana narkotika disebut

81 2 Lihat Pasal 1 angka 6,angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8 |bid, Lihat Pasal 1 angka 18.
8 Ibid, Lihat Pasal 1 angka 20.
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juga sebagai otak dari pengedar narkotika maupun prekursor narkotika yang
tercantum dalam uraian pasal 113, 114 s/d 140. Pelaku pengedar narkotika dan
prekursor narkotika merupakan pelaku yang melaksanakan perbuatan yang
sifatnya ilegal seperti melakukan transaksi, menyalurkan, mengekspor,
mengimpor, memproduksi, mengangkut, mengirim, membawa, menyediakan,

menguasai, menyimpan dan memiliki narkotika.®*

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika juga memberikan
aturan mengenai orang yang bisa memakai narkotika secara ilegal dan melawan
hukum bagi diri sendiri. Perbuatan dari pelaku tersebut juga diatur sebagai orang
yang menyalahgunakan atau penggunaan narkotika secara ilegal tanpa batasan.
Penggunaan narkotika juga dibagi terdiri dari korban, pecandu dan pengguna dari
penyalahguna narkotika, yang pada pokoknya perbuaan-perbuatan tersebut adalah

korban dari permaslahan narkotika.®

Oleh karena itu bentuk-bentuk dari perbuatan secara pidana tersebut dalam
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika terdiri dari orang
yang melakukan tindak pidana sebagai pelaku mengedarkan dan pelaku tindak
pidana yang menggunakan untuk dirinya sendiri dan orang yang menggunakan
narkotika dalam kategori orang yang kecanduan yang melakukan pelanggaran
pidana secara administratif, karena yang bersangkutan tidak melaporkan dirinya
dan membuat sembuh dirinya sendiri kepada pihak yang berwenang sebagaimana

yang telah dituang didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

8 Siswantoro Sunarto, op.cit, him. 256.
8 Siswantoro Sunarto, Ibid, him. 257.
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Narkotika.8

4. Formulasi Hukum Pidana Narkotika

Menurut Barda Nawawi, terkait halnya sarana dan prasarana masih perlu
dipergunakan dalam hal untuk mengatasi kejahatan. Dikarenakan, sanksi pidana
masih diperlukan pada masa sekarang dan masa depan. Sanksi pidana juga
merupakan wadah untuk menghadapi kejahatan dalam skala besar yang dapat
membuat akibat yang besar dikehidupan bersosial masyarakat. Sanksi dalam
bentuk pidana juga sebagai penjamin dari kehidupan bermanusia yang bagus dan

sebagai bentuk ancaman terhadap masyarakat yang melakukan perbuatan jahat.®’

Aturan dari hukum pidana atau (penal policy) yang disebut juga politik dalam
hukum dalam pembuatan perundang-undangan pidana, yang dilakukan dalam
beberapa tahapan, vyaitu pada tahap formulasi atau (legislative), tahap
pengaplikasian atau (yudikatif), dan tahap eksekusi atau (eksekutif dan
administrasi). Terhadap dari ketiga tahapan itu, tahap formulasi adalah tahap yang
mempunyai peran strategis dalam upaya penanggulangan dan pencegahan
kejahatan yang dibentuk dari kebijakan dalam hukum pidana. Jika nantinya
terdapat kekurangan dalam terbentuknya formulasi dalam perundang-undangan,

maka hal itu dapat mempunyai dampak pada tegaknya hukum pada tahap

8 Zainab Ompu Jainah, Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana
Narkotika, Depok: Raja Grafindo Persada, 2019, him. 40.

87 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara,
,Semarang: Balai Penerbitan Universitas Diponegoro, 1996, him. 31.

58



eksekutif dan aplikasi.®

Formulasi hukum pidana adalah rangkaian perumusan dari perbuatan secara
pidana yang dijadikan sebagai aturan dalam hukum pidana. Lalu dapat juga
disebutkan dengan memahami formula hukum pidana, juga dapat diketahui sejak
kapan pembentuk dari undang-undang yang telah dirumusakan dengan pas
terkait tegaknya hukum yang sesuai dengan keadaan politik hukum yang ada.®
Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Satjipto Rahardjo yang menerangkan

bahwa penegakan hukum masuk dalam tahap pembuatan undang-undang.®

Bahwa masih menurut Satjipto Rahardjo, terkait perumusan pikiran dari
pembuatan perundang-undangan yang tertuang dalam aturan undang-undang
dapat memberikan hasil yang nantinya bagaimana dalam praktiknya dari hukum
yang ditegakan dari perundang-undangan tersebut diimplementasikan. Maka dapat
diberikan pengertian bahwa gagalnya dari hukum yang ditegakan dapat berakar
dari perumusan dalam pembentuk perundang-undangan.®® Maka terbentuknya
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika mempunyai
pengaruh dalam hukum yang ditegakan pada bidang kejahatan yang ada dalam

aspek bidang narkotika di Negara Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika

juga mengupayakan untuk melaksnakan upaya memberantas narkotika dan

% Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Semarang: Balai Penerbitan
Universitas Diponegoro, 2000, him. 48.

8 Syaiful Bahri, op.cit, him. 125.

% A.R Sujono, op.cit, him .211.

1 A.R Sujono, Loc.Cit.

59



pengupayaan untuk memberikan jaminan kepada orang yang melakukan
perbuatan dalam narkotika, baik itu sebagai penyalahguna, pecandu dan pengguna
dari narkotika. Bentuk dari rumusan terhadap sanksi pidana didalam Undang-
Undang Republik Indoensia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain:
92

1. Berbentuk secara tersendiri (penjara ataupun denda).

2. Berbentuk secara alternatif (pilihan berupa penjara ataupun denda).

3. Berbentuk secara kumulatif (pilihan penjara atapun denda).

4. Berbentuk secara kombinasi ataupun campuran (penjara ataupun denda).

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika juga telah digabungkan antara perumusan delik maupun
ancaman pidannya KUHP.% Oleh karena itu, persamaan dalam ketentuan Pasal 10
KUHP, maka bentuk-bentuk pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 4 (empat) macam jenis pidana
pokok, yaitu :

1. Pemidanaan hukuman dalam bentuk Mati.

2. Pemidanaan hukuman dalam bentuk Penjara.

3. Berbentuk Denda.

4. Berbentuk Kurungan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

juga mempunyai hubungan secara spesifik dengan yang lain, yaitu mengatur

9 A.R Sujono, op.cit, him. 213.
93 Syaiful Bahri, op.cit, him. 125.
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mengenai pidana secara minimal spesifik selain pidana secara maksimal umum,
maupun pidana secara maksimal spesifik. Tetapi berbeda dengan ketentuan
dalam KUHP yang menggunakan pidana secara maksimal umum, baik untuk
pidana berupa penjara atau berupa kurungan dalam waktu 1 (satu hari).%* Oleh
karena itu, terbentuknya Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 mengenai Narkotika juga dapat memberikan terkait adanya

peperbedaan dari aturan yang bersifat umum yang diatur oleh KUHP.

Pidana secara minimal khusus dalam Perundang-Undangan Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika juga tidak disertakan dengan aturan-
aturan secara pidnaa, yang artinya tidak terdapat penjelasan khusus terhadap
perbuatan secara pidana dalam hal peredaran narkotika, yang diamana perbuatan
tersebut menggunakan narkotika kepada dirinya sendiri atau perbuatan pidana
dengan tolak ukur tertentu. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan maslah

secara yuridis pada saat dilangsungkanya peradilan pidana narkotika.*®

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

mengatur mengenai kategori perbuatan melawan dari hukum yang dalam

undang-undang dilarang serta terdapat ancaman pidana, yakni:®

1. Kategori yang kesatu, yakni perbuatan yang menyediakan, menguasai,
menyimpan dan memiliki barang berupa narkotika maupun prekursor
narkotika.

2. Kategori yang kedua, yaitu perbuatan yang menyalurkan, mengekspor,

% Pasal 12 ayat (2) KUHP dan Pasal 18 ayat (1) KUHP.
% A.R Sujono, op.cit, him. 217.
% Siswanto, op.cit, him. 257.
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mengimpor dan memproduksi prekursor narkotika.

3. Kategori ketiga, yaitu tindakan dalam mempromosikan agar untuk dijual,
menyerahkan, menukar, perantara, menerima, membeli prekursor
narkotika.

4. Kategori keempat, vyaitu perbuatan berupa membawa, mengirim,

mengangkut, atau mentransit prekursor narkotika.

Kategori-kategori tersebut diatas adalah salah satu contoh dari kesalahan yang
digunakan oleh pelaku mengedarkan narkotika masuk dalam Perundang-
Undangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika dan
mempunyai ancaman sanksi pidana berupa penjara hingga sanksi pidana berupa

hukuman mati.

Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mengenai
Narkotika juga terbagi kedalam bentuk perbuatan pidana menjadi 2 bagian, yaitu
kesatu untuk pelaku dari pengedaran dan pelaku prekursor narkotika dan kedua
untuk pelaku pengguna narkotika yang tanpa mempunyai izin dan melewati batas
penggunaan untuk dirinya serta melanggar dari ketentuan undang-undang yang
beraku karena menggunakan narkotika. Adapun pembagian pengelompokanya
adalah sebagai berikut®’ :
1. Pelaku Pengedar atau Presekusor Narkotika.

Pengedar atau presekusor narkotika merupakan keseluruhan kegiatan yang

dilakukan atau sekumpulan kegiatan yang dilaksnakan tanpa izin atau dengan

9 Dawud Budi Sutrisno, (Pengaturan dan Penerapan Hukum Pidana Narkoba), Surakarta: Yuma
Pustaka, 2008, him. 19.
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melawan hukum yang diatur sebagai bentuk dari tindak pidana kedalam
narkotika dan pelaku prekursor narkotika.?® Pada ketentuan ini, pidana secara
khusus dapat dipakai pada pengedar narkotika dan orang yang membandari
produksi narkotika yang telah diatur secara spesifik pada Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam uraian
pasal 113 sampai dengan uraian pasal 149, kecuali dari uraian pasal 127 dan
uraian pasal 128 spesifik diterapkan dalam kasus orang yang

menyalahgunakan narkotika untuk dirinya.

Uraian Pasal 113 ayat (1) menerangkan :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor,
mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan i, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling
banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) .

2. Pelaku Pengguna Narkotika bagi Dirinya Sendiri.

Aturan pidana bagi penggunaan narkotika yang bisa dilakukan rehabilitasi secara
sosial dan rehabilitasi secara medis diatur dalam uraian Pasal 54, Pasal 55 Juncto
Pasal 128, Pasal 127 Juncto Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini juga diperkuat dengan
diterbitkanya Surat Edaran dari Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010
tentang ditempatkanya dari para korban penyalahguna, pecandu dan
penyalahguna narkotika kedalam instansi atau lembaga khusus untuk
dilakukanya rehabilitasi, yaitu seperti lembaga tempat rehabilitasi secara sosial

dan rehabilitasi secara medis.

% Ketentuan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
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Pengaturan dalam uraian Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika menerangkan bahwa orang

yang kecanduan narkotika bisa dikenakan pasal dalam Pasal 127 ayat (2), yang

dimana hakim dapat mempertimbangkan agar untuk dilakukan rehabilitasi secara
sosial dan rehabilitasi secara medis. Berikut ini merupakan pengertian dari Pasal

127 ayat (1) :

Pasal 127 ayat (1), Setiap orang yang memakai :

a. Narkotika yang masuk dalam Golongan | bagi dirinya sendiri dapat
dijatuhkan dengan pidana hukuman badan penjara hingga 4 (empat)
tahun.

b. Narkotika yang masuk dalam Golongan Il bagi dirinya sendiri dapat
dijatuhkan dengan pidana hukuman badan penjara hingga 2 (dua)
tahun.

c. Narkotika yang masuk dalam Golongan 11l bagi dirinya sendiri dapat
dijatuhkan dengan pidana hukuman badan penjara hingga 1 (satu)

tahun.

Dalam pasal 127 ayat (2), didalam memutuskan suatu perkara pada ketentuan
pada ayat 1, para majelis hakim harus memlihat ketentuan didalam ketentuan
Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103. Sedangkan pada uraian pasal 127 ayat (2), para
majelis hakim bisa melakukan penjatuhan putusan dengan melakukan rehabilitasi
bagi orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri yang

secara meyakinkan sebagai orang yang kecanduan dan sebagai korban dari
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bahayanya kasus penyalahgunaan terhadap narkotika dengan aturan dalam pasal

54, pasal 55, dan pasal 103.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, bahwa orang

selain dari pelaku pecandu ataupun korban dari penyalahgunaan atas zat narkotika

bisa diberikan pengobatan dengan dilakukan rehabilitasi secara sosial dan

rehabilitasi secara medis jika memenuhi dari kriteria-kriteria dalam Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Adapun persyaratanya antara lain :

a.

Terdakwa yang tertangkap langsung oeh penyidik lembaga BNN atau
Kepolisian pada saat tertangkap secara langsung.

Pada saat terdakwa ditangkap, terdapat barang bukti dengan berat minimal
seberat 32 (tiga puluh dua) Miligram hingga maksimal seberat 5 (lima)
Gram narkotika yang termasuk kedalam kategori 1 hingga 4.

Hasil pemeriksaan pengujian oleh laboratorium dengan pemeriksaan hasil

urine positif telah memakai narkotika yang dilakukan oleh lembaga yang

berwenang.

Keterangan surat dari dokter maupun psikiater berdasarkan petunjuk dari
hakim;

Tidak terbuktinya terhadap dengan prekursor dan peredaran ilegal narkotika

(hanya sebagai penyalahguna bagi diri sendiri).

Jika persyaratan diatas tersebut telah terpenuhi, maka selanjutnya hakim akan

menunjuk lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan Kriteria

sebagai berikut :

65



. Lembaga rehabilitasi secara medis serta rehabilitasi secara sosial yang
diawasi, dibina dan dikelola langsung oleh BNN.

. RSKO di Cibubur Jakarta Timur.

. RSJ di wilayah Indonesia yang masih dalam naungan Departemen
Kesehatan.

. Lembaga Rehabilitasi pada Dinas bidang Sosial di semua wilayah Indonesia
dan Unit pendukung dari Pelaksana Teknis pada masing-masing daerah.

. Lembaga rehabilitasi yang telah diberikan akreditasi yang sesuai dari

departemen bidang kesehatan setempat dan ataupun departemen bidang sosial.
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IV. PENUTUP

A. Simpulan

Bahwa hasil dari penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan pada Bab 3

tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1 Prosedur pembuatan surat dakwaan perkara narkotika oleh penuntut umum
Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, surat dakwaan dapat menjadi sah jika
terpenuhinya syarat akta, memenuhi persyaratan formil dan memenuhi
persyaratan materil. Serta dari Surat Edaran dari Jaksa Agung Rl Nomor : SE-
004/JA/11/1993 tertanggal 16 November 1993 mengenai Pembuatan Surat
Dakwaan Juncto dari Surat Edaran dari JAM PIDUM Nomor: B-
607/E/11/1993 tanggal 22 November 1993 mengenai Pembuatan Surat
Dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap dalam memuat uraian-uraian berupa
tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dengan memperhatikan unsur-

unsur pasal yang dikenakan terhadap perbuataan yang dilakukanya.

2 Faktor penghambat dalam penyusunan surat dakwaan perkara narkotika oleh
penuntut umum adalah sebagai berikut :
a. Faktor persyaratan formil.
Faktor persyaratan formil menurut wawancara dengan jaksa pada kejaksaan
negeri lampung utara adalah tidak lengkapnya persyaratan pendukung dalam

pembuatan berkas perkara, seperti kelengkapan admnistrasi-administrasi.



b. Faktor persyaratan materil.
Faktor persyaratan materil menurut wawancara dengan jaksa pada kejaksaan
negeri lampung utara adalah tidak sesuainya penerapan pasal yang
disangkakan oleh penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh

terdakwa yang termuat dalam uraian-uraian alur cerita dalam surat dakwaan.
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B. Saran

Saran yang bisa penulis berikan terhadap hasil pembahasan tesis ini adalah

sebagai berikut:

1. Perlunya hubungan komunikasi dua arah yang baik dan berkelanjutan antara
penyidik, penyidik pembantu dan jaksa dalam koordinasi terhadap berkas
perkara yang diberikan kepada jaksa dengan cara saling mengupayakan
komunikasi yang saling dimengerti dan saling mengingatan seiring dengan
berjalanya waktu. Baik itu dapat dilakukan dengan melengkapi petunjuk yang
diberikan oleh jaksa dan memberitahu terhadap kendala yang dihadapi untuk
melengkapi petunjuk yang agak sulit untuk dipenuhi, dengan cara jaksa
memberikan solusi yang baik agar petunjuk yang diberikanya dapat terpenuhi

secara maksimal.

2. Perlu diadakanya diklat terpadu antara kepolisian dengan kejaksaan yang tidak
diselenggarakan pada tingkat ibukota saja, tetapi pada tingkat provinsi maupun
kota atau kabupaten. Agar dalam praktek di daerah, dapat diminimalisir
terhadap kendala-kendala yang sering dialami oleh penyidik, penyidik
pembantu dan jaksa dalam menangani berkas perkara untuk agar dikemudian
hari tidak ada lagi permasalahan klasik dalam penanganan berkas yang
memakan waktu panjang bahkan tidak tercapainya kelengkapan berkas perkara
dikarenakan tidak tercapainya titik temu antara penyidik, penyidik pembantu

dengan jaksa.
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